
Meni.mbang: a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Wilayah Provinsi Maluku 
Utara, untuk pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi daratan, lautan 
dan udara serta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya yang 
merupakan satu kesatuan perlu dikelola secara terpadu antar sektor, 
daerah, dan masyarakat, untulc mewujudkan ruang wilayah yang aman, 
nyaman, produktif dan berkelanjutan, secara serasi, selaras, seimbang, 
berdaya guaa, berhasil guna, dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun 
Rencana Tata Ruang Wilayah; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pernbangunan antar 
sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah 
rnerupakan arahan Iokasi investasi pembangunan yang dilaksaoakan 
pemerintah, masyarakat, danlatat1: dunla usaha. 

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dun 
araban kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu 
dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang WUayab; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
huruf b, huruf c, dun huruf d serta .sebagai pelaksaoaan Undang-undang 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu 
menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan Pera~ 
Daerah; 

GUBERNUR MALUKU UTARA, 

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RENCANA TATA KUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA 
T AHUN 2013-2033 

TENTANG 

NOMOR .~ TAHUN 2013 

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA 

GUBERNUR MALUKUUTARA 

., 



7. Undang-Undaog Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4433 ), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5073); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa lcali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang 'Nomor S Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 
pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutaoan (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3"~ \ 

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi 
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3890); \:. 

S. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan .• Negara 
• ~ j 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 3, Tambaban Lembaran' Negara 
Nomor 4169); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4377); 
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Nomor 4966); 
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan 

Hewan; 
21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5025); 

22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan · 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 

23. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonom.i 
Khusus (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5066); 

24. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Laban 
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 
149> Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068); 

' 19. Undang-Undang Nomor 10 Tahon 2009 tentang Kepariwisataan 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara - . 

Negara Nomor 4925); 
17. Undaug-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran 

Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambaban Lembaran Negara Nomor 4956); 
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4959); 

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4723); 

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tam.bahan Lembaran 
Negara Nomor 4725); 

14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 
84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739); 

15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 138, Tam.bahan Lembaran Negara Nomor 
4849); 

16. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara 
(Lembaraa Negara Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran - 
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25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pennnahandan Kawasan 
Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambaban 
Lembaran Negara Nomor 5188); 

26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial 
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5214); 

27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturan 
Prundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambaban Lembaran Negara Nomor 5233); 

28. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umwn ( Lembaran Negara Tahun 2012 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan 
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, 
'!ambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang irigasi (Lembaran 
Negara Tahun 1982 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4156); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan · Kota 
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4242); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4385); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan 
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan 
Lembaran Negara 4452); · 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82); 

35. P,eraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4833); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 
5052); 
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37. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahon 2009 tentang Kepelabuhanan; 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
3934); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan 
Penmtukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2010 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5097), sebagaimana telah 
di ubah dengan PeraturallPemerintah Nomor 60 Tabun 2012; 

I 

39. Peraturan Pemerintab Nomor 11 Tahon 2010 tentang Penertiban dan 
Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5098; 

40. Peraturan Pemerintab Nomor l S Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

41. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 
(Lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabun 2010 tentang 
~enertiban dan Pendayagunaan Taoah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 
2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5098; 

42. Peraturan Pemerintab Nomor IS Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S 103); 

43. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5285); 

44. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2013 tentang Ketelitian Peta 
Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 8, Tambaban 
Lembaran Negara 5393); 

45. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun.2012 tentang 
Pembentukan Petaturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); 

46. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor S Tahun 2012 tentang 
-, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 

2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah.Nomor 4); 
47. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan 

Lindung; 
48. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin 

Lokasi; 
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Menetapkan: PERATURAN DAERAB TENTANG RENCANA TATA RUANG 
WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHON 2013-2033 

MEMUTUSKAN: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS[ MALUKU UTARA 

Dan 
GUBERNUR MALUKU UTARA 

Dengan Penetujoan Benama 

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang 
Daerah; 

SO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Koordinasi Penataan Ruaog Daerah;Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.36/Menhut-W2010 Tim Terpadu Dala.m Rangka Penelitian Perubahan 
Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 

51. Peraturan Menteij Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi clan 
Kabupatenlkota; 

52. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral . Nomor 
1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst; 

53. Keputusan Menteri Energi . Sumber Daya Mineral Nomor . 
1457.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan 
di Bidang Pertambangaa dan Energi; 

54. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 490/Menhut-Il/2012 tanggal S 
~eptember 2012 Tentaog Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi 
Bukan Kawasan Hutan :I: 273.361 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga 
Ratus Enam Puluh Satu) Hektar, Pembahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas 
:I: 92.222 (Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua) Hektar 
dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 

5.081 (Lima Ribu Delapan Puluh Satu) Hektar di Provinsi Maluku Utara 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Pemerintah Provinsi Maluku Utara. 
3. Gubemur adaJah Gubernur Maluku Utara 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara. 
S. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk 

ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain 
hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya. 

6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pennukiman dan sistem jaringan prasarana 

dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang 
secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. 

8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi 
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 

9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang clan 
pengendalian pemanfaatan ruang. 

10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, 
pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. 

11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. 

12. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meninglcatkan kinerja penataan ruang yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat. 

13. Pelalcsanaan penataan ruaog adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui 
peleksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan peogendalian pemanfaatan 
ruang. 

14. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat 
diwujudkan sesuai dengan ketentuan peratwan perundang-undangan. 

15. Perencanaaa tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola 
ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 

16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mc-wujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai 
dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta 
pembiayaannya; 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 
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17. Pengendaliari pemanfaatan ruang adalah upaya untulc mewujudkan tertib tata ruang sesuai 
dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

18. Rencana tata ruang adalah basil perencanaan tata ruang; 
19. Rencana Tata Ruang \Vilayah Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut RlRW Provinsi 

Maluku Utara adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi; 
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait 

yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan I atau aspek 
fungsional. 

21. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan 
pelayanan pada tingkat wilayah. 

22. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya. 
23. Kawasan lindung adalab wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi 

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam clan sumberdaya buatan, 
24. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk 

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan 
sumberdaya buatan. 

25. Kawasan strategis daerah adalafi wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena 
mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, 
budaya dan/atau lingkungan. 

26. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian tennasuk 
pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan 
ekonomi. 

27. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian 
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan 
distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial clan kegiatan ekonomi. 

28. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena 
mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, soslal, 
budaya dan/atau lingkungan. 

29. Gugus Pulau adalah pola perwilayahan di Provinsi Maluku Utara yang dibagi sesuai 
kondisi tisik daerahnya yang merupakan wilayah kepulauan dengan tujuan untuk 
menciptakan suatu pola yang optimal dan efisien, serta terjadi pemerataan dalam 
pelayanan fasilitas kehidupan. 

30. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang 
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara 
alamiah m.aupun yang sengaja ditanam. 

31. 1zin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan 
ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 
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BABm 
ASAS, TUJUAN, K.EBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH 

PROVINSI 
Bagian Pertama 

Asas 
Pasal4 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
disusun berasaskan : 
a keterpaduan; 
b. keserasian, keselarasan dan kesei.mbangan; 
c. keberlanjutan; 
d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; 
e. keterbukaan; 
£ kebersamaan dan kemitraan; 
g, perlindungan kepentingan umum; 
h. kepastian hukum dan keadilan; 
i. akuntabilitas. 

Pasal3 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Malulru Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
meliputi: 
a tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah; 
b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya_ 

yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya; 
c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi 

daya yang memilild nilai strategis provinsi; 
d. penetapan kawasan strategis provinsi; 
e. araban pemanfaatan mang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka 

menengah lima tahunan; dan 
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan 

peraturan zonasi · sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentit sena 
arahan sanksi. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasa12 
Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku 
Utara meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara tennasuk ruang di dalam bumi yang 
mencakup strategi penataan ruang dan rencana struktur ruang wilayah Provinsi Maluku Utara. 
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Pasal 1 
(1) Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Maluku Utara sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi : 
a. pengembangan tata ruang makro; 
b. pengembangan struktur ruang gugus pulau; 
e. pengembangan sistem pusat permuldman perkotaan. dan perdesaan; 
d. pengembangan sistem kota-kota; 
e. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayab 

yang merata dan berhierarki;' 
f. pengembangan dan peningkatan kualitas jangkawm pelayanan sistem jaringan 

prasarana transportasi; 
g. pengembangan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan 

prasarana energi; 
h. pengembangan dan peningkatan kualitas jangkawm pelayanan sistem jaringan 

prasarana telekomunikasi; dan 
i. pengembangan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan 

prasarana somber daya air. 

Pasal 6 
Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi: 
a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Maluku Utara; 
b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Maluku Utara; 
c. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis Provinsi Maluku Utara; 
d. kebijakan dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara. 

Bagian Ketiga 
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara 

PasalS 
Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
yaitu: 
a. Mewujudkan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan 
b. Mewujudkan kebannonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 
c. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian antar wilayah dan antar sektor; 

I 

d. Mewujudkan wilayah Provinsi Maluku Utara yang mengakomodasikan keterpaduan, 
keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupatenlkota serta 
keserasian antar sektor. 

Bagian Kedua 
Tujuan 
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(2) Strategi untulc pengembangan tata ruang makro meliputi: 
a. mengembangkan pusat-pusat orientasi pelayanan di 8 gugus Pulau dan 

mengembangkan kota-kota kabupaten sebagai pusat pertumbuhan. Peningkatan fungsi 
kota ini perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas danjangkauan pelayanan kota- 
kota tersebut sesuai dengan fungsi pelayanan masing-masing; 

b. meningkatkan akses antara ibukota provinsi dengan kota-kota orientasi pelayanan 
wilayah pengembangan maupun kota-kota kabupaten lainnya dan juga dengan 
wilayah sekitamya melalui pengembangan sistem jaringan transportasi baik darat, 
Jaut, maupun udara; 

c. meningkatkan peran kota-kota yang berfungsi sebagai pintu keluar/masuk menuju 
provinsi lainnya melalui penyediaan prasarana dan sarana dasar wilayah serta jaringan 
transportasi yang menghubungkan wilayah Provinsi dengan wilayah pelayanannya 
serta wilayah provinsi lainn)'a; 

d. meningkatkan pelayanan kota-kota yang befungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional 
(PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 

serta kota-kota lain yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). 
Pengembangan diarahkan pada penyediaan prasarana dan sarana dasar wilayah sesuai 
dengan fungsi dan peran kota-kota agar terjadi pemerataan pelayanan. 

(3) Strategi untuk pengembangan struktur ruang gugus pulau meliputi: 
a. mengembangkan gugus pulau sesuai dengan kriteria yang berlaku; 
b. meningkatkan fungsi dan peran pusat-pusat gugus pulau yang ada; 
c. mengembangkan prasarana dan sarana dasar yang dibutuhkan pada setiap gugus 

pulau; 
d. mengembangkan keterkaitan antar gugus pulau yang berdekatan; 
e. mengembangkan keterkaitan prasaraoa clan sarans antar gugus pulau untuk memenuhi 

kehidupan dan penghidupan masyarakat. 
( 4) Strategi untuk pengembangan sistem kota-kota meliputi: 

a. memperkuat keter.kaitan ekonomi dan spasial di dalam wilayah daratan di pulau-pulau 
besar serta pulau-pulau kecil; 

b. pengembangan wilayah daratan agar dapat membentuk suatu kesatuan ekonomi 
spasial yang solid serta efesien dalam hat penyediaan prasarana wilayah; 

c, memperkuat fungsi-fungsi yang sudah ada di kota-kota yang terpilih sebagai pusat- 
pusat pertumbuhan, agar terbentuk kesatuan sistem yang mempunyai hierarki dan 
fungsi ruang sating mengisi; 

d. mengembangkan keterkaitan antar kota secara fungsional yang dilakukan dengan 
pengembangan fungsi pelayanan kota yang terintegrasi antara ibukota Provinsi, 
ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan. 

e. mengembangkan keterkaitan secara tata ruang yang dilakukan dengan meningkatkan 
aksesibilitasnya terutama dengan pengembanganjaringanjalan. 
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f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi ibukota kabupaten terutama sebagai pusat 
wilayah belakangnya. 

g. mengarahkan kota-kota menjadi pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah 
belakang, berdasarkan kondisi potensi-potensi sumber daya alam yang khas sehingga 
dapat menjadi suatu keunggulan komperatif yang dapat meningkatkan kemampuan 
ekonomi masyarakatnya. 

h. Mengembangkan kota-kota _sebagai pusat pelayanan yang berhierarki agar tercapai 
efisiensi dalam pembiayaan pembangunan fasilitas, dan dengan memperhatikan faktor 
kedekatan gugus pulau sehingg~ dapat lebih memperluas cakupan pelayanan kota-kota 
terse but. 

(5) Strategi untuk pengembangan sistem pusat pennukiman perkotaan dan perdesaan 

meliputi: 
a. mengembangkan pusat-pusat permukiman sesuai dengan fungsi dan pecan masing- 

masing kota; 
b. menyediakan prasarana dan sarana pendukung pusat permukiman perkotaan dan 

perdesaan sesuai fungsi masing-masing; 
e. mengembangkan interaksi desa-kota yang sating menguntungkan. 

(6) Strategi untulc peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi 
wilayah yang merata dan berhierarki meliputi: 
a. menjaga keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan 

perdesaan, serta antara kawasan perkotaan clan wilayah sekitamya; 
b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terfayani oleh pusat 

pertwnbuban; 
c. menjaga kota-kota pantai dari bencana tsunami melalui manajemen resiko bencana; 
d. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih 

efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya. 
(7) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasaraoa 

transportasi meliputi: 
a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan 

pelayanan transportasi darat, taut dan udara agar dicapai pemerataan pembangunan, 
dengan melihat tingkatan kepentingan dan potensi kota-kota yang bersangkutan; 

b. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi wilayah agar dicapai 
keterkaitan antar pusat-pusat permukiman di provinsi; 

c. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi wilayah untuk membuka 
wilayah terisolir; 

d. mengembangkan sistem jaringan transportasi wilayah untuk mendukung kegiatan 
evakuasi bila terjadi bencana alam; 
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keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, baik di dalam 
provinsi maupun dengan daerah di luar provinsi serta untuk meningkatkan akses 
udara pada wilayah-wilayah yang didorong perkembangannya maupua pada wilayah- 
wilayah yang masih sulit dijangkau; 

j. optimalisasi fungsi bandar udara Provinsi, pengembangan bandar udara-bandar udara 
lokal, serta bandar udara-bandar udara perintis. 

(8) Strategi untuk peningkatan kualitas danjangkauan pelayananjaringan prasarana energi 
meliputi: 
a. pengembangan prasarana energi untuk mendukung pengembangan kawasan-kawasan 

yang potensial bagi pengembangan perindustrian dan pertambangan serta kawasan 
permnkiman penduduk; 

b. mengembangkan jaringan prasarana energi listrik di pusat-pusat permukim.an, pusat- 
pusat produksi, dan pusat-pusat distribusi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat 
perkembangannya; 

c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak 
terbarukan secant optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga 
listrik; 

(9) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana 
telekomunikasi meliputi: 
a. mengarahkan p~gembangan untuk mendukung kawasan-kawasan yang sulit 

dijangkau oleh prasarana perhubungan/transportasi, terisolir, dan rawan bencana alam, 
serta kawasan-kawasan _yang akan menjadi pusat-pusat pengembangan wilayah 
industri dan pariwisata. 

b, mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi di kawasan perkotaan dan 
kawasan perdesaan serta pada kawasan terisolasi dan kawasan strategis; 

untuk menciptakan hubungan dan i. pengembangan prasarana perhubungan udara 

e. mengembangkan pruarana perhubungan laut dengan meningkatkan keterkaitan intra- 
regional yaitu hubungan a:ntar-pelabuhan dalam provinsi serta keterkaitan inter- 
regional yaitu hubungan antara pelabuhan dalam provinsi dengan pelabuhan yang ada 
di luar provinsi; 

f.mengembangkan fungsi pelabuhan-pelabuhan laut untuk mendukung pengembangan 
wilayah terutama yang erat kaitannya dengan pusat-pusat pengembangan; 

g. meogembangkan prasarana perhubungan darat untuk meningkatkan keterkaitan intra 
pulau besar maupun pulau kecil; 

h. pengembangan jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas antara pusat-pusat 
produksi dengan daerah pemasaran; mendukung pengembangan daerah pedalaman; 
memperlancar perhubungan antar kota; serta mendukung pengembangan sektor 
lainnya; 
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(1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung di Provinsi Maluku Utara 
sebagaimaoa dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) meliputi: 
a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsUingkungan hidup; 
b. pencegaban dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan 

lingkungan bidup; 
c. pemantapan dan pengendalian kawasan lindung. 

(2) Strategi untuk pemeliharaan .dao penvujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup 
meliputi: 
a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk 

ruang di dalam bumi; 
b. pernantapan kawasan hutan lindung melalui pengukuhan dan penataan batas di 

lapangan untuk mernudahkan pengendaliannya; 

Pasal9 

Pasal8 
Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Maluku Utara 
sebagaimaoa dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi: 
(1) kebijakan pengembangan kawasan lindung; dan 
(2) kebijakan pengembangan kawasan budidaya. 

c. mengembangkan (i) Adi Marga Kepulauan (Archiepelagic Super Highway) yang 
menghubungkan seluruh ibukota provinsi dan kawasan pusat pertumbuhan regional 
dengan fasilitas jaringan tulang punggung, (ii) Kota Multimedia (Multy media Cities) 
yang melayani kota-kota pusat kegiatan ekonomi nasional dan (iii) Pusat Akses 
Masyarakat Multimedia Nusantara (Nusantara Multy media Community Access 
Centers) yang melayani semua ibukota kecamatan; 

(10) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana 
sumberdaya air meliputi: 
a. mengarahkan pengembangan sumberdaya air untuk mendukung pengembangan usaha 

pertanian tanaman pangan, terutama persawaban laban basah dan pasang surut 
mendukung perkebunan pada wilayah-wilayab potensial bagi kegiatan pertanian; 

b. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem 
jaringan sumberdaya air; 

c. mengembangkan sistem jaringan sumberdaya air pada kawasan potensial untuk 
kegiatan pertanian tanaman pangan yang dapat mendukung swasembada pangan; 

d. memenuhi kebutuhan air baku bagi penyediaan air untuk keperluan pengairan, air 
minum dan air industri. 
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c, memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terutama berkaitan dengan 
fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta 
mempertahankan fungsi peresapan bagi air tanah. 

d. memberikan perlindungan pada kawasan yang berada pada ketinggian 1.000 M d.p.1 
dengan kelerengan Iebih dari 40 persen bercurah hujan tinggi, dan mampu meresapkan 
air ke clalam tanah, termasuk di dalamnya kawasan yang ditetapkan sebagai hutan 
lindung; 

e. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling 
sedikit 30% (tig.1 puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan konclisi 
ekosistemnya; 

f. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menunm akibat 
pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara 
keseimbangan ekosistem wilayah; 

g. pengembalian fungsi hidrologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan 
dengan melakukan rehabilitasi dan konservasi; 

h. melindungi .kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam dan margasatwa untuk 
melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem dan keunikan alam; 

i. melindungi dan menjaga kawasan rawan bencana, yaitu kawasan yang sering 
mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapl, gempa bumi, longsoran, 
runtuhan, banjir bandang, banjir robdan tsunami; 

j. melindungi kawasan yang berfungsi melestaribn fungsi kawasan sekitar mata air dan 
kerusakan oleh kegiatan budidaya termasuk' sempadan pantai, sempadan sungai, 
kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan terbuka bijau kota 

termasuk di dalamnya hutan kota; 
k. melindungi kawasan cagar :budaya yaitu .kawasan yang merupakan lokasi bangunan 

basil budaya manusia yang bemilai tinggi maupun yang memiliki bentuk geologi 
alami yang khas; 

I. melindungi pulau-pulau kecil agar tetap lestari; 
m.mengembalikan clan meningkatkan fungsi kawasan lindung pada kawasan lindung 

yang pemanfaatan ruangnya telah berubah menjadi kawasan perkebunan dan 
pertanian; 

n. pencegahan kcgiatan budidaya pada kawasan lindung, kecuali kegiatan yang tidak 
mengganggu fungsi lindung; 

o. pemantauan terbadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di hutan lindung antara 
lain penelitian, pariwisata, pemanfaatan jasa lingkungan,eksplorasi mineral clan air 
tanah, pencegahan bencana alam agar tidak mengganggu fungsi lindung; 

p. pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya di sepanjang pantai yang dapat 
mengganggu kelestarian fungsi pantai; 
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q. pengendalian kegiatan di sekitar sempadan pantai; 
r. pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan 
s. pencegahan ·dilakukannya _kegiatan budidaya bagi perlindungan kawasan dapat 

mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alimnnya; 
t. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai; 
u. perlindungandaerah aliran sungai. 
v. pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya disekitar danau yang dapat mengganggu 

fungsi danau terutama sebagai sumber air dan sumber energi listrik; 
w. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar danau; 
x. pengamanan di daerah hulu. 

(3) Strategi untulc pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan 
kerusakan lingkungan hidup meliputi: 
a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup; 
b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak 

negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung 
perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; 

c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau 
komponen lain yang dibuang ke dalamnya; 

d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung 
menimbulkanperubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup 
tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; 

e. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin 
kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; 

f. mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara 
bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untulc menjamin kesinambungan 
ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta 
keanekaragamannya. 

( 4) Strategi untuk pemantapan dan pengendalian .kawasan lindung meliputi : 
a. melakukan pemantapan dan pengendalian kawasan lindung yang ada di Provinsi 

Maluku Utara yang meliputi kawasan Taman Nasional, cagar alam, cagar budaya, 
serta kawasan-kawasan lain yang teridentifikasi sebagai ~wasan lindung, tennasuk 
kawasan rawan bencana. 

b. pemantapan clan pengendalian dilakukan agar fungsi kawasan lindung dalam 
pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan 
serta nilai sejarah clan atau budaya bangsa dapat dipertahankan. 
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(I) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya di Provinsi Maluku Utara 
sebagaimana diinaksud dalam pasal 8 ayat (2) meliputi: 
a. menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam; 
b. memanfaatkan ruang untuk kegiatan budidaya di Provinsi Maluku Utara dilakukan 

secara optimal sesuai dengan daya dukuog lingkungannya; 
c, mengupayakan optimasi pemanfaatan sumber daya wilayah sesuai dengan daya 

dukung lingkungan; 
d: 'perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keter.kaitan antarkegiatan buclidaya; 
e. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung 

dan daya tampung lingkungan 
(2) Strategi pengembangan untuk menetap.kan .kawasan budi daya meliputi: 

a. Menetapkan .kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam di darat maupun 
di laut secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah; 

b. mengembangkan kegiatan-kegiatan budidaya beserta prasarana penuojangnya balk di 
darat maupun di Jaut secara sinergi; 

c. mengembangkan dan mempertahankan kawasan budidaya pertanian pangan daerah; 
d. mengembangkan kegiatan untuk ketabanan budidaya pengelolaan sumber daya alam 

laut yang beinilai ekonomi di Zona Ekonomi Ekslusif dan atau landas kontinen. 
(3) Strategi pengembangan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya meliputi: 

a. kawasan budidaya perkotaan, yaitu mengembangkan .kawasan pennukiman yang 
sudah ada baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pengembangan permukiman 
perlu memperhatikan aspek keselamatan mengingat Provinsi Maluku Utara sangat 
rentan terhadap bahaya bencana alam, balk bahaya gunung berapi, gempa maupun 
tsunami. Pengembangan kawasan budidaya perkotaan didasarkan atas pertimbangan 
kemampuan lahan dan kesesuaian lahan bagi pembangunan dan pengembangan fisik 
perkotaan; - 

b. kawasan budidaya hutan, 'yaitu mengembangkan sumberdaya alam hutan untuk 
peningkatan produksi basil hutan kayu dan non kayu secara lestari, perluasan lapangan 
kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di sekitar kawasan hutan. 
Kawasan budidaya hutan produksi diarahkan pada peningkatan pengelolaan hutan 
alam tropis yang sudah ada dengan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) 
m.aupun Tebang Rabis dengan Pennudaan Buatan (THPB) melalui lzin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Rutan Kayu dalam Rutan Alam (RJPHHK-HA) maupun 
IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Rutan Kayu dalam Rutan Tanaman (IUPHHK-HT); 

Pasal 10 
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c, kawasan budidaya hutan produksi terbatas, yaitu meningkatan pengelolaan hutan alam 
tropis yang sudah ada pada kawasan yang memiliki limitasi dan kendala dalam daya 
dukung wilayah yang sangat terbatas dengan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia 
(TPTI) dan pembatasan-pembatasan khusus lainnya yang berkaitan dengan masalah 
pelestarlan dan perlindungan sumberdaya alam; 

d. Kawasan budidaya pertanian pangan lahan basah, yaitu mengembangkan kawasan 
pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal dan ketersediaan sarana dan 
prasarana irigasi. Pengembangan kawasan budidaya pertanian pangan laban basah 
terutama diarabkan pada komoditas padi sawah melalui intensifikasi m.aupun 
ekstensifikasi; 

e. kawasan budidaya pertanian pangan laban kering yang pengembangannya diarahkan 
pada kawasan atau wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal dan prospektif 

bagi pengembangan taoarnan palawija, holtikultura atau tanaman pangan lainnya. 
Pengembangannya diprioritaskan pada komoditas unggulan pertanian pangan lahan 
kering provinsi Maluku Utara seperti padi ladang, jagung, kacang-kacangan, dan ubi- 
ubian; 

f. kawasanbudidaya perkebunan yaitu mengembangkan kawasan pada wilayah yang 
mcmiliki kcscsuaian lahan optimal dan prospcktif bagi pcngcmbangan tanaman 
perkebunan atau tanaman tahunan perkebunan. Pengembangan kawasan budidaya 
perkebunan dilakukan melalui pengembangan perkebunan rakyat dan oleh perusahaan 
perkebunan besar, 

g. Kawasanperkebunan rakyat perlu memperoleh perhatian lebih melalui upaya 
rehabilitasi, peremajaan, dan perluasan areal di sekitar perkebunan yang telah ada. 
Sasaran pembangunan kawasan budidaya perkebunan adalah peningkatan produksi 
dalam rangka ekspor, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pemanfaatan pertanian 
dan pemeliharaan lingkungan hidup; 

h. kawasan budidaya petemakan yaitu mengembangkan kawasan petemakan terutama 
wilayah yang mem.iliki lokasi transmigrasi dan pusat-pusat permukiman di perkotaan 
dan di perdesaan, Sasaran pengembangan kawasan budidaya petemakan adalah 
meningkatkan produksi dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat; 

i. kawasan budidaya perikanan yaitu mengembangkan kawasan budidaya perikanan 
pada lokasi-lokasi yang sudah ada maupun lokasi potensial melalui pengembangan 
budidaya tambak ikan, udang, rumput laut, dan lainnya. 

j. kawasan budidaya perikanan wajib memperhatikan pengelolaan sumberdaya 
perikanan dan kelautan secara lestari.Sasaran pengembangan kawasan budidaya 
perikanan adalah untuk meningkatkan produksi dalam rangka memperluas 

kesernpatan kerja, meningkatkan pendapatan dan pembinaan sumberdaya hayati 
perikanan; 

18 



19 
. . 

k. kawasan pertambangan yaitu mengembangkan kawasan pertambangan pada lokasi- 
lokasi potensial pertambangan dengan memperhatikan aspek kelestarian dan daya 
dukung lingkungan serta arahan pemanfaatan ruang; 

I. kawasan industri yaitu mengembangkan aneka industri kecil yang sudah ada, serta 
mengembangkan industri besar dan menengah baru untuk mengolah bahan baku yang 
berasal dari basil pertanian tanaman pangar,, petemakan, perikanan, perkebunan, dan 
basil hutan; 

m. sasaran pengembangan kawasan industri adalah untuk meningkatkan nilai tambah 
terhadap kegiatan produksi primer yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Untulc 
mencegah timbulnya dampak-dampak negatif dari industri maka sebaiknya kawasan 
industri dialokasikan pada kawasan budidaya non pertanian dan non permukiman, 
terutama bagi industri skala menengah dan besar. Untuk industri yang memerlukan 
kedekatan dengan sungai, baik sebagai sumber air baku kegiatan industri maupun 
sebagai bahan penerima buangan yang bersifat eair, maka dapat berlokasi di dekat 
sungai yang bukan merupakan sumber air minum langsung maupun somber air baku 
untuk air minum dengan terlebih dahulu melakukan pengolahan air buangan. 
Sementara industri kecil dan rumah tangga dapat berbaur dengan kegiatan 
pennukiman, perdagangan dan pertanian dengan tetap memperhatikan aspek 
lingkungan hidup; 

n. kawasan pariwisata yaitu mengembangkan pariwisata alam antara lain wisata pantai, 
taman laut, wisata alam hutan dan panorama alam serta wisata budaya/sejarah di 
seluruh obyek wisata potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 

( 4) Strategi pengembangan untuk mengupayakan optimasi pemanfaatan sumber daya 
wilayah sesuai daya dukung lingkungan meliputi: 
a. pengembangan kegiatan utama serta pemanfaatan ruangnya secara optimal pada tiap 

kawasan budidaya; 
b. pengembangan prasarana pendukung setiap kawasan budidaya; 
c, mengembangkan kegiatan bud.idaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di 

kawasan rawan bencana. 
(5) Strategi pengembangan untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan 

antar kegiatan bud.i daya meliputi: 
a. menetapkan kawasan budidaya yang mem.iliki nilai strategis provinsi untuk 

pemanfaatan sumberdaya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara tennasuk 
ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan 
ruang wilayah; 

b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana 
secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonom.ian 
kawasan dan wilayah sekitamya; 



(1) Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis Provinsi Maluku Utara sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 6 huruf c meliputi : 
a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk 

mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan 
keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan 
kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya; 

Pasal 11 

c. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan 
keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; 

d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk 
mewujudkan ketahanan pangan; 

e. mengembaogkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk 
meningkatkan daya saing dan peningkatan ekonomi; 

f. mengembaogkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bemilai ekonomi 
tinggi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALIG), Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 
dan/atau Iandas kontinen untuk meningkatkan perekonomian provinsi. 

(6) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui 
daya dukung dan daya tampung lingkungan 
a. memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya seeara optimal dan 

mendukung pembangunan berkelanjutan; 
b. memberikan arahan untuk menentukan prioritas pemanfaatan ruang antar kegiatan 

buclidaya yang berbeda; 
c, memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan 

budidaya tertentu ke jenis Jainnya; 
d. mcmbatasi pcrkcmbangan kcgiatan budidaya tcrbangun di kawasan rawan bcncana 

untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; 
e. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh 

persen) dari luas kawasan perkotaan; 
f. membatasiperkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk 

mempertabankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta 
mempertahankanfungsi kawasan perdesaan di sekitamya; 

g. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau- 
pulau kecil; 

h. pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi 
lindung; 

i. penanganan masalah tumpang tindih antar kegiatan budidaya. 
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b. Pemantapan pertahanan keamaoao nasional pada kawasan strategis yang bemda di 
wilayah perbatasan; 

c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam perekonomian provinsi yang 

produktif, e.fisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan 
intemasional; 

d. pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk 
meningkatkan kesejahteraan rnasyarakat; 

e. pengembangan kawasan cepat tumbuh untuk mendukung kawasan lain yang m.asih 
tertinggal; 

f. pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat 
perkembangan antar kawasan dan mempercepat pembangunan kawasan tersebut 
sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar 
ketertinggalan pembangunannya dengan kawasan lain. 

(2) Strategi pelestariaa dan peningkatan fungsi dan daya dukunglingkungan hidup meliputi: 
a. menetapkan kawasan strategis Provinsi Maluku Utara yang berfungsi lindung. 
b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis provinsi yang berpoteasi 

mengurangi fungsi linduog; 
c. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis provinsi yang berpotensi 

mengurangi fungsi lindung kawasan; 
d. membatasi pengembangao prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan 

strategis provinsi yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya di kawasan 
yang berfungsi lindung; 

e. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis 
provinsi yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung 
dengan kawasan budidaya terbangun; 

f. mcrchabilitasi fungsi lindung kawasan yang mcnurun akibat dampak pcmanfaatan 
ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi; 

g. merehabilitasi kawasan budi dayayang rusak sebagai akibat kegiatan penambangan 
dan kegiatan budidaya lainnya. 

(3) Strategi untuk menunjang pertahanan keamaoan nasional pada kawasan strategis yang 
berada di wilayah perbatasan meliputi: 
a. mendukung kawasan strategis nasional yaitu Pulau Morotai yang berfungsi khusus 

pertabanan dan keamanan; 
b. memprioritaskan kawasan andalao dan kawasan perbatasan seperti di Pulau Morotai 

dan Pulau Jiew untuk memperkuat keanekaragaman dan jati diri masyarakat Provinsi 
Maluku Utara; 

c. menetapkan kawasan strategis provinsi yang befungsi untuk pertahanan clan keamanan 
sekaligus pulau kecil terluar pada kawasan P. Jiew; 
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d. meningkatkan pengembangan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui 
penetapan hale kedaulatan ~serta meningkatkan kesejahteraan m.asyarakat · 
setempat dengan menggali' potensi ekonom.i, sosial dan budaya serta keuntungan 
lokasi geografis yang sangat strategis untulc berhubungan dengan negara tetangga; 

e. meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana 
ekonomi; 

f. meningkatkan kerja sama masyarakat dalam memelibara lingkungan; 
g. meningkatkan kemampuan kerjasama kegiatan ekonomi antar kawasan perbatasan 

dengan kawasan negara tetangga da1arn rangka mewujudkan wilayah perbatasan 
sebagai pintu gerbang lintas negara; 

h. mengembangkan kawasan sebagai pusat pertumbuban ekonomi berbasis sumber daya 
alam lokal melalui pengembangan sektor-sektor unggulan; 

i. meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat; dan penegakan supremasi hukwn 
serta aturan perurdang-undangan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah 
perbatasan. 

a. Strategi untulc pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam perekonomian 
provinsi meliputi: mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya 
alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak pengembangan wilayah, 
terutama di Kawasen Ternate, Tidore, Sidangoli dan Sofifi, Kawasan Kepulauan 
Sula, Kawasan Pulau Bacan, Kawasan Halmahera Selatan, Kawasan Weda, Kawasan 
Pengembangan Ekonomi - Pertanian : Halut - Halbar - Haltim, Kawasan Pulau Gebe, 
Kawasan Pulau Obi 

b. menciptakan iklim investasi yang kondusif; 
c. mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan 

daya tampung kawasan; 
d. mcngclola dampak ncgatif kcgiatan budidaya agar tidak mcnurunkan kualitas 

lingkungan hidup dan efisiensi kawasan; 
e. mengintensifkan promosi peluang investasi; 
f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi; dan 
g. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. 

(4) Strategi untuk pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi' secara optimal 
meliputi: 
a. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan 

sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; 
b. meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi 

tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau tunmannya; dan 
c, mencegah dampak negatif pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi 

terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat. 
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(5) Strategi untuk pengembangan kawasan cepat tumbuh meliputi: 
a. mengarahkan pengembangan untuk mendorong percepatan pembangunan dan 

pertumbuban kawasan tersebut sehingga dapat mengembangkan kawasan tertinggal di 
sekitamya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi' yang sinergis; 

b. mempertimbangkan batas wilayah administrasi, dan menekankan pada pertimbangan 
keterkaitan meta-rantai proses produksi dan distribusi; 

c, pengembangan produk unggulan kawasan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, 
sinkronisasl, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintab, dunia usaha, 
dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha clan investasi di daerah; . 

d. peningkalan penyediaan prasarana clan sarana, seperti pembangunan sistem jaringan 
perhubungan termasuk outlet-outlet pemasaran yang efisien · dalam rangka 
mengbubungkan kawasan cepat tumbuh dengan pusat-pusat perdagangan nasional dan 
intemasional, tennasuk upaya untuk meningkatkan aksesibilltas yang menghubungkan 
dengan wilayah-wilayah tertinggal; 

e. peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung 
pengembangan produk kawasan; 

f. peningkatan penelitian dan pengembangan yang menjadi tulang puoggung 
pcngcmbangan produk bcrdaya saing; 

g. peningkatan alcses terhadap sumber input atau faktor produksi, meliputi 
pengembangan sarana dan prasarana (infrastruktur fisik, lembaga penyedia, 
pelayanan), sumber daya modal (lembaga penyedia, jenis modal, pelayanan), dan 
input bahan baku (lembaga penyedia, jenis input); 

h. pengembangan keterkaitan, kerjasama clan kemitraan, yaitu penciptaan jaringan 
kerja/jejaring yang melibatkan baik antardaemh dalam satu provinsi, antara pusat- 
provinsi-kabupaten, antara pemerintah-pengusaha, atau antara pemerintah- 
masyarakat-LSM-swasta, dan pengembangan keterkaitan antar sektor/komoditi (input- 
output); 

i, penciptaan Iklim Usaha yang kondusif, yang terdiri dari pengembangan regulasi yang 
meliputi kebijakan-kebijakan yang diarahkan kepada pengmangan hambatan untuk 
iklim usaha, seperti halnya kebijakan fiskal, insentif dan peraturan perundangan 
lainnya, beserta penegakan J;iukumnya. 

( 6) Strategi unmk pengembangan kawasan tertinggal meliputi: 
a. memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan; 
b. membuka akses dan meningkatkan alcsessibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat 

pertumbuhan wilayah; 
c. mengembangkanprasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat; 
d. meningkatkan alcses masyarakat ke sumber pembiayaan; 
e -. meningkatkan kualitas dan kapasit.as sumber daya manusia dalam pengelolaan 

kegiatan ekonomi; 
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Pasal 12 
(1) Kebijakan dan strategi pengendalian pemaofaatan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara 

sebagaimana dimalcsud dalam pasal 6 huruf d meliputi : 
a. pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dalam kerangka yang berkeianjutan 

untulc menjamin pemanfaatan ruang yang e:fisien, efektif dan responsif terhadap 
pcrkcmbangan kcbutuhan aktifitas masyarakat; 

b. menyedialcan institusi pengendali yang handal dan mampu untulc mengadakan 
pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penertiban pemanfaatan ruang secara efektif; 

(2) Strategi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi: 
a. penentuan peranan, kedudukan dan tanggung-jawab institusi pengendali masing- 

masing peringkat wilayah perencanaao; 
b. meningkatkan kemampuan aparat pengendali untuk mengkoordinasikan, 

mengendalikan, clan melaksanakan evaluasi atas usulan dan pelaksanaan pemanfaatan 
ruang yang dilakukan oleh berbagai peringkat dan yurisdiksi pemerintaban yang ada, 
terutama pada program dan proyek yang bersifat strategis dan berdampak regional; 

c. memberikan kewenangan yang memadai kepada aparat pengendali untuk dapat 
mengambil keputusan yang cepat dan efektif, terutama bila dihadapkan pada 
kontroversi pemanfaatan ruang yang melibatkan berbagai pihak; 

f. peningkatan kapasitas ( capacity building) terhadap masyarakat, aparatur pemerintah, 
kelembagaan, dan keuangan daerah; 

g. peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana 
ekonomi di kawasan tertinggal; 

h. percepatan pembangunan SOM melalui pengembangan sarana dan prasarana sosial 
terutama bidang pendidikan clan kesehatan; 

i. pembentukan peogelompokan permulciman untulc meoingkatkan efisiensi dan 
efektivitas penyediaan pelayanan umum, terutama untuk wilayah-wilayah yang 
mempunyai kepadatan penduduk rendah dan tersebar; 

j. peningkatan swnber-sumber permodalan, khususnya dengan skema pemberdayaan 
masyarakat dan kredit m.ilcro, serta melalui upaya penjaminan kredit mikro oleh 
pemerintah kepada perbankan; 

k. peoingkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di kawasan tertinggal dengan kawasan 
cepat tumbuh dan strategis, terutama pembangunan sistem jaringan transportasi yang 
mengbubungkan antar wilayah; 

I. pengembangan ekonomi berbasis potensilokal, melalui peningkatkan nilai tambah 
produk-produk primer dengan pendekatan terpadu dari hulu hingga hilir; 

m. peoingkatan keberpihakan pemerintah dalam pengembangan prasarana utama untuk 
kegiatan ekonomi seperti listrik, air bersih, clan telekomunikasi. 
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Pasal 13 
(1) Rencana strukru:r ruang wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi : 

a. Sistem perkotaan provinsi; 
b. Sistemjaringan transportasi; 
e, Sistem jaringan energi dan kelistrikan; 
d. Sistemjaringan telekomunikasi; dan 
e. Sistemjaringan sumber daya air. 

(2) Reneana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara digambarkan dalam peta 
dengan tingkat ketelitianl : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Pertama 
Umum 

BAB IV 
RENCANASTRUKTURRUANGWILAYAH 

d. memberilcan akses bagi aparat pengendali terhadap informasi atas program dan proyek 
strategis berskala besar dan berdampak luas, clan memili.ki kemampuan untulc 
mengolah infonnasi serta mengeva!uasi implikasinya pada Rencana Tata Ruang di 
masing-masing peringkat wilayah perencanaen yang berkaitan; 

e. memberikan peran terhadap institusi pengendali sebagai mediator dan fasilitator untuk 
menampung aspirasi semua pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan 
sehingga dapat dihasilkan keputusan yang seimbang dan dapat diterima semua pihak; 

f. melakukan pemantapan dan pengendalian kawasan lindung yang ada di Provinsi 
Maluku Utara yang meliputi kawasan Taman Nasional, cager alam, cagar budaya, 
serta kawasan-kawasan lain yang teridentifikasi sebagai kawasan lindung, termasuk 
kawasan rawan bencana; 

g. mengendalikan kegiatan budidaya, misalnya hutan produksi, permukiman, pariwisata, 
pertanian, dan pertambangan, yang d.ilakukan pada kawasan-kawasan lindung 
terse but; 

h. mengendalikan kegiatan b~didaya pada kawasan lindung agar dapat diusahakan 
selaras dengan fungsi lindung, 
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Pasal 15 
(I) Rencana sistem Kota-Desa sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) meliputi: 

a. pengembangan ekonomi perdesaan, perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana 
dasar di wilayah perdesaan, meningkatkan aksesibilitas ke/dari kawasan perdesaan, 
mengembangkan clan memperkuat keterkaitan Desa-Kota; 

b. pengembangan dan pengelolaan Kawasaa Perdesaan dengan memperhatikan kondisi, 
karakteristik dan potensi sosial-ekonomi dan sosial-budaya setempat; 

c. pengawasan dan pemanfaatan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten secara bersama-sama dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah 
Dcsa, untuk mcnjaga kclcstarian lingkungan, kcbcrlangsungan pcmbangunan dan tata 
nilai setempat; 

d. mengarahkan pemanfaatan .ruang kawasan perdesaan dengan mempertimbangkan 
kawasan rawan bencana dan kemungkinan terjadinya bencana tak terduga. 

(2) Rencana sistem Kota-kota sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) meliputi: 
a. mengembangkan Kawasan Perkotaan yang mampu memberikan pelayanan optimal 

bagi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga 
memungkinkan masyarakat ·untulc mengembangkan berbagai kegiatan perdagangan, 
jasa dan industri serta kegiatan sosial-ekonom.i-budaya lainnya; 

b. mengarahkan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dengan mempertimbangkan 
kawasan rawan bencana dan kemungkinan terjadinya bencana tak terduga; 

c. mendorong pihak swasta untulc menanamkan investasinya dalam pengembangan 
Kawasan Perkotaan; 

d. menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana lnduk Sistem Prasarana 
sebagai kelanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sehingga pengembangan 
Kawasan Perkotaan dalam jangka panjang memiliki arah yang jelas sesuai dengan 
arahan fungsinya; 

Pasal 14 
(1) Sistem perkotaan Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) 

huruf a terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Nasional promosi 
(PKNp ), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah promosi 
(PKWp),Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); 

(2) Sistem perkotaan Provinsi Maluku Utara meliputi Rencana Sistem Kota-Desa dan Kota- 
Kota, HirarkiKota-Kota, Rencana sistem perkotaan dan Fungsi Kota-Kota; 

Bagian Kedua 
Sistem Perkotaan Provinsi Maluku Utara 
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e. mengembangkan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan dengan Kawasan Perdesaan 
clan kawasan lainnya untuk inenciptakan sinergi bagi perkembangan wilayah Provinsi 
Maluku Utara dan sekitarnya; 

f. pemerintah Provinsi Maluku Utara bertanggungjawab dalam pengembangan dan 
pengelolaan Kawasan Perkotaan dengan memperhatikan kondisi, karakteristik clan 
potensi sosial-ekonomi clan prospek pengembangan Kawasan Perkotaan dalam 
konstelasi wilayah yang lebih luas; 

g. pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan dilakukan unruk 
menjaga kelestarian lingkungan, keberlangsungan pembangunan dan tata nilai 
setempat. 

~~) Rencana sistem kota kota Provinsi Maluku Utara yang dikembangkan meliputi : 
a. Wilayah Pengembangan I (WP I) dengan pusat pelayanan di kota Temate, Kota 

Tidore clan Sofifi. 
b. Wilayah Pengembangan Il (WP II) dengan pusat pelayanan di Jailolo. 
c, Wilayah Pengembangan III (WP III) dengan pusat pelayanan di Tobelo dan 

Loloda. 
d, Wilayah Pengembangan IV (WP IV) dengan pusat pelayanan di Daruba. 
c. Wilayah Pcngcmbangan V (WP V) dcngan pusat pclayanan di Wcda dan Maba. 
f. Wilayah Pengembangan (VI) dengan pusat pelayanan di Labuha. 
g. \Vilayah Pengembangan (VII) dengan pusat pelayanan di Sanana, 
h. Wilayah Pengembangan (Vill) dengan pusat pelayanan di Bobong, 

(4) Hierarki kota sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) dibagi atas 6 (enam) kelompok 
berdasarkan fungsi dan pelayanannya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi provinsi, 
yaitu: 

a. kota atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). 
Kota atau daerah yang dimaksud adalah perkotaan yang mempunyai wilayah 
pelayanan skala nasional, disamping merupakan pintu gerbang bagi keluar masuknya 
ams barang dan jasa, juga merupakan simpul perdagangan intemasional. Kota atau 
perkotaan yang termasuk klasifikasi ini merupakan pusat pelayanan jasa, produksi, 
dan distribusi serta merupakan si.mpul transportasi untuk pencapaian beberapa pusat 
kawasan atau provinsi. Biasanya yang termasuk golongan kota/perkotaan ini adalah 
kota-kota besar/ metropolitan, disebabkan karena kelengkapan sarana dan prasarana 
yang dimilikinya. 

b. kota atau kawasan perkotaan yang dikemudian hari dapat berfungsi sebagai Pusat 
Kegiatan Nasional dan kota tersebut disebut PKN Promosi (PKNp) 

c. kota atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). 
Daerah perkotaan atau kota yang mempunyai wilayah pelayanan yangmencakup 
beberapa kawasan atau kabupaten. Golongan ini biasanya merupakan kota besar dan 
kota sedang. 
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( 1) Rencana sistem jaringan transportasi di Provinsi Maluku Utara meliputi : 
a. sistem jaringan transportasi darat 
b. sistemjaringan tranportasi laut, 
c. sistemjaringangan transportasi udara 

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri atas: 
a. sistemjaringan transportasi antar Propinsi 
b. sistem jaringan transportasi antar Kabupaten/kota 

(3) Sistemjaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri atas; 
a. sistem jaringan transportasi antar Negara 
b. sistemjaringan transportasi antar Propinsi 
c. sistem jaringan transportasi antar Kabupaten/kota 

Pasal 16 

BagianKetiga 
Sistem Jaringan Transpo.rtasi Provinsi Maluku Utara 

d. kota atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan 
merupakan Pusat Wilayah Pengembangan (Gugus Pulau), diusulkan menjadi Pusat 
Kegiatan Wilayah. Kota · tersebut disebut PKW Promosi(PKWp )yang merupakan 
embrio untuk menjadi PKW. 

e. kota atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). 
Kota atau perkotaan yang termasuk klasifikasi ini adalah yang mempunyai wilayah 
pelayanan beberapa kawasan dalam lingkup kabupaten dan umumnya merupakan 
kota kecil/ibukota kecamatan. 

f. kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional 
(PKSN). Adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong 
pengembangan kawasan perbatasan negara. Kota atau kawasan perkotaan ini 
berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas betas negara dengan negara lain, disamping 
merupakan pinto gerbang intemasional yang menghubungkan dengan negara 
tetangga. Kota atau perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang 
mengbubungkan wilayah seldtamya. Kota atau kawasan perkotaan yang merupakan 
pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan 
sekitamya. 

(5) Rcncana Sistcm Pcrkotaan mcliputi hirarki dan fungsi Kota-kota yang tcrdiri dari pusat 
kegiatan nasional, pusat kegiatan nasional promosi, pusat kegiatan wilayab, pusat 
kegiatan wilayah promosi clan pusat kegiatan Iokal; 

(6) Himrki dan fuagsi kota-kota sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah sebagaimana 
tercantum dalam lampiran La 
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(1) Rencana terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b meliputi terminal 
barang dan terminal penumpang 

(2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari: 
a. terminal tipe A; 
b. terminal tipe B; dan 
c. terminal tipe C. 

(3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat '1 adalah terminal barang yang 
dibangun oleh BUMN dan atau BUMD dan atau Swasta sesuai ketentuan peraluran 
perundang-undangan yang berlaku, 

(4) Rencana terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) tercaotum dalem 
lampiran le 

Pasal 19 

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jalan nasional, jalan 
strategis nasional, jalan provinsi, berdasarkan status sebagaimana tercantum. dalam 
lampiran l.b 

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a merupakan jaringan jalan 
yang mengbubungkan antara pusat kegiatan nasional pusat kegiatan nasional promosi, 
pusat kegiatan stategis nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan wilayah 
promosi,dan pusat kegiatan lokal, 

Pasal 18 

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dalam pasal 16 ayat (2), meliputi 
a. Jaringan jalan 
b.Terminal 
c. Keselamatan jalan dan 
d. Angkutan penyeberangan . 

Pasal 17 

( 4) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cterdiri atas: 
a. sistemjaringan transportasi antar Negara 
b. sistem jaringan transportasi antar Propinsi 
c. sistem jaringan transportasi.antar Kabupaten/kota 
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( 1) Rencana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c 
mcliputl: 
a. Angkutan udara niaga dalam negeri; 
b. Angkutan udara niaga luar negeri; 
c. Angkutan udara bukan niaga dalam negeri; 
d. Angkutan udara bukan niaga luar negeri; 
e. Tatanan kebandarudaraan; e 

(2) Rencana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
lempiran I.g 

Pasal24 

Pasal23 
(1) Rencana tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b meliputl : 

a. Pelabuhan utama; 
b. Pelabuhan pengumpul; 
c. Pelabuhan pengumpan 
d. Terminal khusus; dan 
e. Terminal untuk kepentingan sendiri 

I 

(2) Rencana kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 
I.f 

Pasa122 
· ( 1) Rencana alur pelayaran sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf a, meliputi: 

a. Rencana pengembangan alur pelayaran lnternasional; 
b. Rencana pengembangan alur pelayaran Nasional; 
c, Rencana pengembangan alur pelayaran antar Kabupaten/Kota dalam Daerah; 
d. Rencana pengembangan alur pelayaran rakyat. 

(2) Rencana alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 
I.e 

Pasal20 
(1) Rencana transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 hnruf 

dmerupakan rencana pengembangan pelabuhan laut untuk melayani angkutan 
penyeberangan. 

(2) Rencana pengembangan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(I) tercantum dalam lampiran I.d 

Passi 
Rencana transportasi laut sebagaimana dimaksud da1mn pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. rencana alur pelayaran; 
b. tatanan kepelabuhanan 
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a. depo bahan bakar minyak clan gas; 
b. kilang Minyak dan Gas; 
c, Wilayah Penuniang Distribusi Migas. 

(2) Distribusi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
lampiran I.j 

Pasal28 
(1) Distribusi m.inyak dan gas bum.i sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c terdiri dari 

Pasal27 
(1) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b terdiri dari : 

a. Jaringan Transm.isi Tegangan Tinggi; 
b. Jaringan Distribusi; 
c. Gardu Induk; 

(2) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Li 

Pasal26 
(1) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a terdiri dari : 

a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel; 
b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap; 
c. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu; 
d. Pembangkit Listrik Tenaga Air; 
e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro; 
f. Pembangkit Listrik Tenaga Surya; 
g. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bwni; 
h. Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut; 
i. Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut; dan 
j. Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi. 

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 
I.h 

Bagian ke empat 
Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan 

PasallS 
Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (I) hunif c 
terdiri dari : 

a. pembangkit tenaga listrik; 
b. jaringan tenaga listrik; dan 
c. distribusi minyak dan gas bumi. 
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Pasal32 
(1) Sistem jaringan swnber daya air Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b 

meliputi: 
a. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota; 
b. Sistem Jaringan irigasi Provinsi; 
c. Sistem Jaringan Air Minum; 
d. Cekungan Air Tanah Provinsi. 

(2) Sistem Jaringan sumber daya air Provinsisebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a 
tercantum dalam lampiran I.m 

Pasal31 
(1) Sistem Jaringan sumber daya air Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a 

meliputi: 
a. Wilayah Sungai Strategis Nasional; 
b. Sistem Jaringan Irigasi Nasional; 
c. Daerah Irigasi Nasional. 

(2) Sistem jaringan sumber daya airNasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
tercantum dalam lampiran I.l 

Bagian Keenam 
Sistem Jaringan Sumber Daya Air 

Pasal30 
Sistemjaringan sumber daya air terdiri dari : 
a. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Nasional 
b, Sistem Jaringan Sumber Daya Air Provinsi 

Bagian Keli.ma 
Sistem Jaringan Telekomunikasi 

Pasal29 
(1) Sistemjaringan telekomunikasi.sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf d 

terdiri dari : 
a. Sistem Jaringan Milcro Digital; 
b. Jaringan Serat Optik; 
c, Jaringan Satelit; 
d. Jaringan Tetap Telekomunikasi; 
e. Jaringan Telekomunikasi K.husus; 
f. Jaringan Televisi Lokal; dan 
g. Jaringan Stasiun Radio Lokal. 

(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
lampiran I.k 
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Bagian Kedua 
Rencana Pengembangan Kawasan Lindung 

Pasal34 
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1) huruf a meliputi : 
a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; 
b. kawasan perlindungan setempat; 
c. kawasan konservasi 
d. kawasan rawan bencana alam; 
e. kawasan lindung geologi; dan 
f. kawasan lindung lainnya; 

Pasal 33 
(1) Rencana pola ruang wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi : 

a. Kawasan lindung Provinsi Maluku Utara; clan 
b. Kawasan buclidaya Provinsi Maluku Utara. 

(2) Pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana 
· pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya wilayah provinsi. 

(3) Kriteria rencana pola ruang kawasan lindung provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) meliputi : 

a.memiliki keanekaragaman biota dan ekosistem yang khas, clan atau; 
b. memili.ki gejala dan keunikao/kelangkaan alam bagi kepentingan plasma nutfah, 

pengembangan ilmu pengetahuan/budaya dao pembangunan, clan atau; mencakup 
wilayah lintas provinsi, dan atau; 

c. menjadi perhatian intemasional. 
(4) Kriteria rencana pola ruang kawasan buclidaya provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) meliputi : 
a. berada ~uar kawasan lindung 
b. memiliki potensi swnber daya alam, sumber daya manusia clan sumber daya 

buatan. 
(5) Pola ruang provinsi sebagaimana climaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Il, 

Peraturan Daerah ini. 

BABV 
RENCANA POLA RUANG WILAYAH 

Bagian Pertama 
Umum 
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Pasal39 
(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf e meliputi : 

a. Kawasan cagar alam geologi 
b. Kawasan rawan bencaoa alam geologi; dan 
c. Kawasan yang memberikan berlindungan terhadap air tanah 

(2) Kawasan lindung geologisebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
lampiran II.e 

Pasa138 
(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 buruf d meliputi : 

a. rawan Jetusan gunung api; 
b. rawan gempa, gerakan tanah dan longsor; 

I 

e, rawan banjir; 
d. rawan gelombang pasang dan tsunami. 

(2) Kawasan rawan beocana alamsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
lampiran II.d 

Pasal37 
(1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf ( c) meliputi; 

a. Hulan suaka alam; terdiri dari suaka margasatwa dan cagar alam, 
b. Hutan pelestarian alam; terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman 

wisata alam, dan 
c. Taman buru 

(2) Kawasan konservasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantwn dalam lampiran 11.c 

Pasa136 
(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf (b) 

meliputi: 
a. kawasan sempadan pantai; 
b. kawasan sempadan sungai; 
c. kawasan sekitar danau atau waduk; 
d. kawasan se~tar mata air; 
e. kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman dan; 
f. kawasan terbuka hijau kola; 

(2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
lampiran II.b 

Pasa135 
(1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 34 huruf (a) terdiri atas kawasan hutan lindung yang tersebar di seluruh 
kabupaten dan di hampir seluruh pulau dengan luas 576,230 Ha 

(2) Sebaran hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 
IT.a 
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Bagian Keempat 
Renca~a Pengelolaan .Kawasan Lindung dan Bodidaya 

Pasal42 
( l) Rencana pengelolaan kawasan lindung meliputi semua upaya perlindungan, pengawetan, 

konservasi dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung 
kehidupan seeara serasi yang berkelanjutan dan tidak dapat clialihfungsikan menjacli 
kawasan budidaya. 

Bagian Ketiga 
Rencana Pola Ruang Kawasan Bodi Daya 

Yang Memilild Nilai Strategis 
Pasal41 

(1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf b adalah 
kawasan yang berada di luar kawasan lindung yang berdasarkan kondisi fisiknya dan 
potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan bagi kepentingan 
produksi maupun bagi pemenuhan kebutuhan permukiman, 

(2) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mencakup wilayah daratan dan 
lautan yang terdiri dari: 
a. Kawasan penmtukan hutan produksi terbatas; 
b. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap; 
c. Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi. 

(3) Kawasan budi daya selain dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga 
diarahkan untuk penggunaan lain, meliputi : 
a. KawasanBudidaya non hutan dan perkebunan yang dapat dikonversikan; 
b. KawasanPertanian, yaitu pertanian lahan basah dan perkebunan; 
c. Kawasan Pertambangan; 
d. Kawasan Perindustrian; 
e. Kawasan Pariwisata; 
f. KawasanPerikanan; 
g. Kawasan Pcrmukiman 

Pasal40 
Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf f, meliputi : 
a. Cagar biosfer; 
b. Taman buru; 
c, Kawasan perlindungan plasma nutfah; 
d. Kawasan pengungsian satwa; 
e. Terumbu karang; dan 
f. Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi 
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Pasa144 
Rencana pengelolaan kawasan lindung setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 
(2) hurufb antara lain: 

a. perlindungan kawasan melalui tindakan pencegahan, pemanfaatan kawasan pada 
kawasan lindung setempat; 

b. pengembangan kegiatan yang bersifat alami dan mempunyai kemampuan memberik.an 
perlindungan kawasan seperti wisata air; 

c. perlindungan k:ualitas air melalui pencegahan penggunaan area di sekitar kawasan 
lindung;dan 

d. menindak tegas perilaku vandalisme terhadap Iungsi lindung. 

Pasa!43 
Rencana pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya 
sebagaimana dimaksud dalam pasal' 42 ayat (2) huruf a antara lain: 

a. pengembangan pemanfaatan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan linduog; 
b. peningkatan luasan kawasan lindung, yang merupakan basil alih fungsi hutan produksi 

menjadi hutan lindung; 
c, percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk di dalam kriteria 

kawasan lindung dengan melakukan penanamao pohon lindung yang dapat di gunakan 
sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil dari basil hutan non- 
kayu; 

d. membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki/mencintai 
alam, serta pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian clan 
pengembangan kecintaan terhadap alam; 

e. percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai 
dengan fungsi lindung; serta 

f. pelestarian ekosistem yang merupakan ciri khas kawasan melalui tindakan 
pencegahan perusakan dan upaya pengembalian pada rona awal sesuai ekosistem yang 
pemahada. 

(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi: 
a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; 
b. kawasan perlindungan setempat; 
c. kawasan konservasi; 
d. kawasan rawan bencana alam; 
e. kawasan lindung geologi; dan 
f. Kawasan lindung lainnya 
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Pasal47 
Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 
ayat (2) huruf d antara lain : 

a. perlindungan manusia melalui upaya pencegahan pemanfaatan kawasan sekitar jalur 
aliran larva gunung berapi unuk kegiatan permukiman; 

b, perlindungan kawasan yang berpontensi mengalami gempa bumi melalui upaya 
mitigasi; 

c. pelarangan kegiatan pemanfaatan tanab yang mempunyai potensi longsor; dan 
d. tambahkan rawan bencana geologi, longsor, banjir, tsunami. 

Pasa146 
Rencana pengelolaan kawasan pelestarian a1am sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 
(2) huruf c antara lain : 

a. perlindungan taman hutan raya atau tahura yang mempunyai vegetasi tetap, yang 
memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam; 

b. perlindungan arsitektur bentang alam unik atau khas; 
c. perlindungan clan pelestarian koleksi twnbuban; 
d. pelestarian alam di darat maupun di laut yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata 

dan rekreasi alam; dan 
e. peningkatan kualitas lingkungan sekitar taman nasional, taman hutan raya clan taman 

wisata atam melatui upaya pencegahan kegiatan yang mempunyai potensi 
menimbulkan pencemaran. 

Pasal 4S 
Rencana pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) 
huruf c antara lain : 

a. perlindungan dan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuban dan satwa beserta 
ekosistemnya; 

b. perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi 
kepentingan plasma nutfah, ihnu pengetahuan dan pembangunan; 

c. mempertahankan fungsi ekologis kawasan alami baik biota maupun fisi.knya melalui 
upaya peneegahan pemanfaatan kawasan pada kawasan suaka alam dun upaya 
konservasi; 

d. perlindungan dan pelestarian habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi 
memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan; 

e. pengembangan dan perlindungan kegiatan budidaya di kawasan sekitar pantai clan 
la utan; 

f. perlindungan kekayaan budaya berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan 
arkeologi, monumen nasional dan keragaman bentuk geologi; dan 

g. pengembangan ii.mu pengetahuan dan kegiatan konservasi serta rehabilitasi yang 
bergunauntuk pencegahan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh faktor alam 
maupun kegiatan manusia. 
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Pasal51 
Rencana pengelolaan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura antara lain : 
c. pengembangan sawah irigasi teknis dilakukan dengan memprioritaskan perubahan dari 

sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi seja1an dengan perluasan jaringan irigasi dan 
pengembangan waduk/embung; 

d. perubahan kawasan pertanian harus tetap memperhatikan luas kawasan yang dipertahankan 
sehingga perlu adanya ketentuan tentang pengganti lahan pertanian; 

e. pem.anfaatan kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas 
tanauum pangan dengan mengembangkan kawasan cooperative farming dan holtikulturd 
dengan mengembangkan kawasan good agriculture practices; 

Pssal 50 
Rencana pengelolaan kawasan hutan produksi antara lain : 
a. kawasan hutan produksi dikelola dan dimanfaatkan berdasarkan fungsinya sebagai hutan 

produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan 
b. mengarahk.an di setiap wilayah kabupalen/kota mewujudkan hutan kota. 

Pasal 49 
(1) Rencana pengelolaan kawasan budi daya meliputi segala usaha untuk meningkatkan 

pendayagunaan lahan yang dilakukan di luar kawasan lindung, yang kondisi fisik don 
sumher daya alamnya dianggap potensial untuk dimanfaatkan, tanpa mengganggu 
kesei.mbangan dan kelestarian ekosistem. 

(2) Rencana pengelolaan kawasan budi daya meliputi : 
a . .kawasan hutan produksi tetap dan terbatas; 
b. kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; 
c. kawasan perkebunan; 
d. kawasan petemakan; 
e. Kawasan pe.rtambangan; 
f. Kawasan pariwisata; 
g . .kawasan perikanan, kelautan dan pulau-pulau kecil; 
h. kawasan industri; 
i. kawasan permukiman; 
j. kawasan konservasi budaya dan sejamh; serta 
k. kawasan perdagangan. 

' 

Pasal48 
Reneana pengelolaan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksuddalam pasal 42 ayat (2) 
huruf e, antara lain : 

a. perlindungan air tanah melalui pengelolaan kawasan sekitar air tanah; 
b. penetapan areal yang memilild potensi air tanah yang rnemerlukan perlindungan; dan 
c. perlindungan kawasan sekitar mata air melalui penghijauan dan perlindungan terhadap 

vegetasi dan twnbuhan di sekitamya. 
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PasalS4 
Rencana pengelolaan kawasan perikanan, kelautan dan pulau-pulau kecil antara lain : 

a. mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau/mangrove; 
b. pengembangan perikanan budidaya; 
c. menjaga kelestari:m sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri maupun 

Iimbah lainnya; 
d. pengendalian melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan; dan 
e. peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan. 

PasalS3 
Rencana pengelolaan kawasan peternakan antara Iain : 
a. meningkatkan kegiatan petemakan secara alami dengan mengembangkan padang 

penggembalaan; 
b. kawasan petemakan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan 

temak; 
c. mempertahankan ternak plasma nutfah sebagai potensi daerah; 
d. pcngcmbangan kawasan pctcmakan diarabkan kcpada pcngcmbangan komoditas tcmak 

unggulan yang dimiliki oleh daerah yaitu komoditas temak yang memiliki keunggulan 
komparatif dan kompetitif; 

e. kawasan budidaya temak yang berpotensi untulc dapat menularkan penyakit dari hewan 
ke manusia atau sebaliknya pada perrnukiman padat penduduk, akan dipisahkan sesuai 
standart teknis kawasan usaha petemakan, dengan memperbatikan kesempatan berusaha 
clan melindungi daerah perrnukiman penduduk dari penularan penyakit hewan menular; 

f. peningkatan nilai ekonomi temak dengan mengelola dan mengolah hasil temak, seperti 
pembuatan industri pengolah hasil temak, mengolab kulit, dan sebagainya; 

Pasal52 
Rencana pengelolaan kawasan perkebunan antara lain : 
a. pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, 

dan diluar area rawan banjir serta longsor; 
b. dalam penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, 

konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan 
keindahanlestetika; 

o. peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan memalui peningkatan peran serta 
masyarakat yang tergabung dalam kawasan kimbun masing-masing; 

39 

I 

' . 



Pasal56 
Rencana pengelolaan kawasan industri antara lain : 
a pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis; 
b. pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai 

penyangga antar fungsi kawasan; 
c, pengembangan zona industri pada daerah aliran sungai harus didasari dengan perhituogan 

kemampuan daya dukung sungai; 

dengan ketentuan peraturan daerah Ini, 
(7) Tata cara dan mekanisme penyusunan usulan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah lainnya. 

b. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi/reklamasi sesuai dengan 
zona peruntukan yang ditetapkan dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/atau 
bahan-bahan lainnya sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai 
kawasan hiiau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek 
kelestarian lingkungan hidup; dan 

c. setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas 
(top soil) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan. 

(2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang berada pada zona 
tertentu, 

(3) Pertambangan mineral logam dan bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan setelah ditetapkannya Wilayah Pertambangan (WP) berdasarkan usulan 
penetapan WP. 

(4) Usulan penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Gubernur kepada 
Pemerintah berdasarkan pertimbangan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah 
(BKPRD) Provinsi. 

(5) Usulan penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk mineral logam dan 
bukan logam disusun melalui kajian dengan mematuhi ketentuan peraturan perundangan 
dan harus berada di luar kawasan lindung, kawasan permukiman, kawasan lahan pertanian 
pangan berkelanjutan, dan kawasan pariwisata sampai batas tidak adanya dampak negatif 
secara teknis, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan. 

(6) ljin pertambangan mineral logam clan bukan logam yang telah diterbitkan clan masih 
berlaku, tetap diakui sampai masa berlakunya habis .clan perpaniangannya menyesuaikan 

Pasal55 
(1) Rencana pengelolaan kawasan pertambangan antara lain : 

a. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi 
bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian 
lingkungan; 
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Pasal58 
Rencana pengelolaan kawasan permukiman antara lain: 
a. pengembangan kawasan budidaya yang secara teknis dapat diguaakan untuk permukiman 

harus aman dari bahaya bencana alam, sehat, mempunyai akses untulc kesempatan 
berusaha dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ketersediaan pennukiman, 
mendayagunakan fasilitas dan utilitas disekitamya serta meningkatkan sarana dan 
prasarana perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada; 

Pasal57 
Rencana pengelolaan kawasan pariwisata antara Iain : 
a. tetap melestarikan alarn sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata; 
b. tidak melakukan pengerusakan terhadap obyek wisata alam seperti menebang pohon; 
c, melestarikan perairan pantai, dengan memperkaya taoaman mangrove untuk 

mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut yang dapat 
di jadikan obyek wisata taman laut; . 

d. tetap melestarikan tradisi petik laut/larung sesaji sebagai daya tarik wisata; 
e. menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah. 
f. meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi 

budaya; 
g, pada obyek yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan pembangunan dan 

pengendalian pembangunan sarana clan prasarana tmnsportasi ke obyek-obyek wisata alam, 
budaya dan minat khusus; 

h. merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional desain untuk keserasian 
lingkungan. 

i. meningkatkan daya tarik wisata melalui penetapan jalur wisata, kalender wisata, informasi 
dan promosi wisata; 

j. menjaga keserasian lingkungan alam dan buatan sehingga kualitas visual kawasan wisata 
tidak terganggu; dan 

k. meningkatkan peranserta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya 
jual/saing. 

d. pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana industri; 
e. pengelolaan kegiatan industri dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses 

produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang 
dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan 
lingkungan dan biaya aktifitas sosial; dan 

f. Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah 
lingkungan dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya 
bencana industri. 
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Pasal61 
Sebaran peruntukan ~wasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran ll.f 

Pasal 60 
Rencana pengelolaan kawasan perdagangan antara lain: 
a pengembangan kawasan perdagangan dilakukan dengan berhirarki sesuai skala ruang dan 

fungsi wilayah; .. 
b. pengembangan kawasan perdagangan dan kegiatan komersial lain yang berpengaruh bagi 

pertwnbuhan skala wilayah dan atau berpengaruh pada tata ruang dalam lingkup wilayah 
perlu memperhatikan kebijakan tata ruang; 

c. pengembangan kawasan perdagangan dilakukan secara bersinergi dengan perdagangan 
informal sebagai sebuah aktivitas.perdagangan yang saling melengkapi; 

PasalS9 
Rencana pengelolaan kawasan konservasi budaya dan sejarah antara lain : 
a pelestarian kawasan peninggalan bersejarah melalui upaya konservasi, rehabilitasi, dan; 
b. peningkatan nilai ekonomis dengan memanfaatkannya sebagai obyek wisaya. 

b. pengembangan permukiman perdesaan dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan 
infrastruktur secara berhirarki sesuai dengan fungsinya sebagai: pusat pelayanan antar 
desa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok 
permukiman; 

c. menjaga kelestarian permukiman perdesan khususnya kawasan pertanian; 
d. pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi dan hirarki 

kawasan perkotaan; 
e. membentuk kluster-klustcr pennukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan 

antar kawasan permukiman, dan diantara kluster permukiman disediakan ruang terbuka 
hijau; 

f. pengembangan pennukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat 
pelayanaa skala kabupaten dan perkotaan kecamatan yang ada di kabupaten;dan 

g. pengembangan pennukiman kawasan .khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada 
kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagal akibat perkembangan 
infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap 
memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang. 
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Pasal 63 
( 1) Kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan memuat kepentingan nasional, 

penetapannya, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaannya 
dilakukan oleh negara RI. 

(2) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, 
a. Memili.ki potensi ekonomi cepat tumbuh. 
b. Memili.ki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonom.i provinsi. 
c, Memiliki potensi ekspor, 
d. Didukungj~gan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. 
e. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan provinsi, 
f. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal. 

(3) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya 
a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat-istiadat atau budaya provinsi; 
b. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial budaya dan jati diri bangsa dan 

Dlasyarakatlokal; 
c. Merupakan aset nasional yang harus dilindungi clan dilestarikan; 
d. Sebagai tem~at perlindungan peninggalan budaya nasional di wilayah provinsi; 
e, Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; 
f. Memiliki potensi kerawanan terhadap kontlik sosial skala nasional dan provinsi. 

(4) Rcncana pcngclolaan kawasan stratcgis dari sudut kcpcntingan pcndayagunaan sumbcr 
daya alam dan teknologi tinggi ditetapkan apabila kawasan tersebut memiliki sumberdaya 
alam yang dinilai strategis bagi provinsi. 

(5) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan 
hid up 
a. Merupakan t~mpat perlindungan keaneka ragaman hayati. 
b. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang 

menimbulkan kerogian negara. 
c. Rawan bencana alam provinsi. 

Jenis kawasan strategis antara Iain: 
a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan; 
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; 
c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; 
d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi 

tinggi; 
e. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 

Bagian Keli.ma 
Rencana;Pengelolaan K.awasan Strategis 

Pasal62 
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Pasal66 
(1) Rencana pengembangan sistem pusat permuldman perkotaan meliputi rencana terhadap 

fungsi pusat kegiatan dan rencana terhadap penataan struktur ruang pusat-pusat 
permukiman perkotaan. 

(2) Pengelolaan pusat pennukiman perkotaan terkait dengan fungsi pusat kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), meliputi; 
a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan; 
b, Pusat Kegiatan Lokal (PKL). 

Bagian Ketujuh 
Rencana-Pengelolaan 

Sistem Permukiman, Perdesaan dan Perkotaan 
Pasal 65 

Rencana sistem pusat permukiman dibedakan atas pengembangan pusat permukiman 
perdesaan clan permukiman perkotaan. 

Bagian Keenam 
Reocana Peogelolaan 

Kawasan ·Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
Pasal 64 

(1) Rencana pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan yang 
ditetapkan dalam· skala kabupaten meliputi : 
a. perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; 
b. pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi (misa~nya untuk pariwisata. industri dan 

lain-lain); 
c. pemanfataan untuk kepentingan wisata dan ritual; 
d. pemanfaatan untuk kepentingan perhubungan, dan; 
e. pemanfaatan untuk kepentingan militer. 

(2) Rencana pengelolaan kawasan pesisir clan pulau-pulau kecil untuk perlindungan 
ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil 
a. memberikan perlindungan terhadap ekosistem di wilayah pesisir dan ekosistem agar 

terjaga kelestariannya 
b. menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau kecil 

(3) Rencana pengelolaan kawasan pesisir clan pulau-pulau kecil untuk kepentingan ekonomi 
a Meningkatkan produktivitas perikanan pada Kawasan Perikanan yang direncanakan 

dengan balk dan memperhatikan aspek lingkungan; 
b. Menetapkan lembaga yang bertanggung jawab da1atn pengelolaan kawasan pesisir dan 

pulau kecil. 
(4) Rencana pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan wisata 

ciao ritual 
a. Memberikan perlindungan terhadap kawasan pesisir dan pulau kecil yang berpotensi 

untuk kegiatan wisata dan ritual; 
b. Memanfaatkan ka-.vasan pesisir dan pulau kecil yang berpotensi untuk wisata dan 

ritual secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan. 
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BABVI 
PENETAPANKAWASANSTRATEGISPROVINSIMALUKUUTARA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 69 
(1) Kawasan Strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang 

mempunyai pengaruh besar terhadap : 
a. tata ruang di wilayah sekitamya; 
b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang Jainnya; dan/atau 
c. peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

(2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), meliputi: 
a. kawasan strategis dari kepentingan pertabanan dan keamanan, 
b, kawasan pertumbuhan ekonomi, 
c, kawasan sosial budaya, 
d. kawasan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, serta 
e. kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 

Pasal68 
(1) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang memiliki nilai strategis 

provinsi ditetapkan sebagai kawasan andalan. 
(2) Nilai strategis provinsi meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan 

ekonomi kawasan dan wilayah sekitamya serta mendorong pemerataan perkembangan 
wilayah. 

(3) Kawasan andalan yang ditetap.kan di Provinsi Maluku Utara seperti tertera dalam 
lampiran 11.g 

Bagian Kedelapan 
Penetapan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Provinsi 

b. pembentukan pusat desa. 
(3) Pengelolaan struktur ruang perdesaan merupakan upaya untuk mempercepat efek 

pertumbuhan di kawasan perdesaan. 
( 4) Setiap pusat pelayanan dikembangkan melalui penyediaan berbagai fasilitas sosial- 

ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan. 

I 

(1) Rencana pengembangan pusai permukiman perdesaan adalah penataan struktur ruang 
pedesaan sebagai sistem pusat pennukiman di pedesaan yang berpotensi menjadi pusat 
pertumbuhan di perdesaan. 

(2) Rencana pengembangan struktur ruang pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
melalui: 
a pembentukan desa pusat pertumbuhan (OPP); dan 

I 

Pasa167 
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Bagian Kedua 
Kawasan Strategis Provinsi 

Pasal 70 
. (1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf 

b meliputi: 
a. .kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi; 
b. kawasan strategis dari fungsi sosial dan budaya; 
c. kawasan strategis pendayagunaan dari kepentingan sumber daya alam dan/atau 

teknologi tinggi; dan/atau 
d. kawasan strategis dari fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 

(2) Kriteria rencana K.awasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran 11.h 

(3) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. Kawasan Temate, Tidore, Sidangoli clan Sofifi sebagai kawasan strategis dari sudut 

kepentingan perekonomian, dengan pengembangan pemerintahan pada sektor 
pendidikan dan industri, meliputi : 
1. Peningkatan pelabuhan Temate sebagai pelabuhan ekspor; 
2. Pengembangan kegiatan pemerintahan tingkat provinsi di kota Sofifi; 
3. Pengembangan kegiatan pemerintahan tingkat kabupaten di Tidore (Kota Soasio ); 
4. Pengembangan Pelabuhan Sofifi yang representatif sebagai ibu kota provinsi; 
5. Peningkatan bandar udara di Temate; 
6. Peningkatan pelayanan-transportasi antar moda dan sarana penyeberangan; 
7. Peningkatan pelayanan fasilitas regional seperti pelabuhan laut, bandar udara, · 

rumah sakit dan Iain-lain di Temate dan sofifi; 
8. Pengembangan dermaga peti kemas di Tidore untuk mengantisipasi luapan 

penumpukan peti kemas di Temate; 
9. Pengembangan kawasan Sidangoli dan Sofifi sebagai "pintu keluar-masuk" yang 

menghubungkan dari/ke daratan pulau Halmahera; 
l O. PeningkataD peningkatan prasarana perkotaan yang menunjang di Kota Temate, 

dan Kota Tidore, terutama peningkatan aksesibilitas dari wilayah produksi ke 
pusat pengumpul atau pasar; 

(3) Kawasan strategis di wilayah provinsi meliputi : 
a. kawasan strategis nasionaf yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional terkait dengan wilayah Provinsi; 
b. kawasan strategis provinsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi, dan 
c. kawasan strategis kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten/K.ota. 
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11. Pengembangan sarana pendidikan tinggi dan ketrampilan khusus penunjang 
industri di Kota Temate dan Kota Tidore; 

12. Pengembangan pennukiman baru uamk mengantisipasi pennasalahan lahan dan 
pertumbuhan penduduk di Pulau Ternate, serta pengembangan sumber-sumber air 
bersih; 

13. Pengembangan pariwisata di Kota Tcrnate dan Kota Tidore sebagai strategi ' 
penunjang kehidupan industri rakyat; terutama wisata sejarah dengan adanya situs 
sejarah Kerajaan Temate, Kerajaan Jailolo dan Kerajaan Tidore; ' . 

14. Pengembangan industriperkapalan di Kota Tidore dan Sidangoli. 
b. Kawasan Kepulauan Sula.: yangmeliputi Pulau Sulabesi, Pulau Mangoli dan Pulau 

Taliabu dikembangkan sektor perkebunan dan kehutanan yang diarabkan pada: 
1. Pengembangan prasarana utama untuk kegiatan industri seperti listrik, air bersih, 

' 
dan telekomunikasi; 

2. Peningkatan prasarana penunjang lainnya, seperti jalan raya clan penyeberangan, 
pelabuban taut, dan pelabuhan udara; 

3. Pengembangan swnber daya manusia sebagai tenaga kerja di industri perkayuan; 
4. Peningkatan produksi perkebunan dan melakukan peremajaan tanaman 

perkebunan serta diversifikasi tanaman perkebunan. 
c. Kawasan Pulau Bacan yang dikembangkan pada sektor industri perikanan clan industri 

pengolahan kayu serta kehutanan yang arah pengembangannya pada: 
1. Pengembangan prasarana utama untuk kegiatan industri; 
2. Peningkatan prasarana penunjang lain (jalan clan penyeberangan, clan pelabuhan 

laut); 
3. Pengembangan pusat pemerintahan; 
4. Pengembangan sumber daya rnanusia; 
5. Pengembangan/perbaikan teknologi penangkapan ikan; 
6. Peagembangan pariwisata sejarah, terutama situs Kerajaan Bacan, 

d. Kawasan Halmahera Selatan meliputi Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane 
Timur dikembangkan pada sektor perkebunan yang diarahkan pada: 
1. Peogembangan transportasi laut sehingga dapat meningkatkan hubungan kawasan 

ini dengan kawasan sekitarnya yang akan memudahkan penyaluran basil-basil 
produksi perkebunan kawasan ini dengan pusat pengolahannya di Pulau Bacan; 

2. Pengembangan transportasi darat untulc meningkatkan aksesibilitas intra wilayah 
(antara Gane Barat clan Gane Timur); 

3. Meningkatkan produktiyitas perkebunan. 
e. Kawasan Starategis Weda meliputi Weda dan sekitarnya diprioritaskan pada rencana 

pengembangan kegiatan ( eksploitasi) pertambangan nikel oleh PT. Weda Bay Nikel 
yang diarahkan pada: 
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1. Pengembangan kawasan pertambangan yang bersinergis dengan aspek rencana 
tata ruang den lingkungan di sekitamya sehingga dapat mencegah adanya konflik 
tata ruang dan kerusakan lingkungan; 

2. Pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan sosial masyarakat di sekitarnya yang 
berkaitan erat dengan kegiatan penarnbangan sehingga dapat menghindarkan 
adanya kontlik sosial dan kegiatan ekonomi yang bersifat enclave; 

3. Pengembangan rencana tata ruang kawasan yang lebih detail pada kawasan inti 
dan penunjang. 

f. Kawasan Strategis Morotai dikembangkan untuk sektor Pertahaoan Keamanan, 
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pariwisata yang diarahkan pada: 
1. Pengembangan Pulau Morotai sehingga mendukung fungsinya sebagai kawasan 

pertahanan dan keamanan, yang merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional 
(PKSN). 

2. Pengembangan Pulau Morotai untuk kegiatan perikanan dan kelautan 
3. Pengembangan Pulau Morotai untuk kegiatan pertanian lahan kering/perkebunan 

clan pertanian lahan basah sebagai basis ekonomi lokal; 
4. Pengembangan prasarana perhubungan laut clan udara; 
S. Pengembangan prasarana perhubungan darat dan penyeberangan untuk 

meningkatkan aksesibilitasnya ke wilayah lain, seperti ke Galela (Pulau 
Halmahera); 

6. Pengembangan pariwisata. 
g. Kawasan Perbatasan clan Pulau Kecil yaitu Haltim, Halteng dan Pulau Jiuw diarahkan 

pada pengembangan Pariwisata dan Hankam 
h. Kawasan Starategis Halut, Halbar dan Haltim diarabkan pengembangannya pada 

sektor pertanian tanaman pangan guna mendukung ketabanan pangan nasional dan 
provinsi. 

i. Kawasan Pulau Gebe diarahkan pada perbaikan kualitas lingkungan sebagai akibat 
terjadinya kerusakan yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang pada masa 
penambangan nikel. 

j. Kawasan Pulau Obi diarahkan pada sektor pertambangan. 
(4) PenetapanKawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3)ditindaklanjuti dengan penyusunanRencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. 
(5) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
(6) Peta Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran II.i 
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Pal!lal72 
(1) Rencana pemanfaatan ruang Provinsi Maluku Utara meliputi; 

a. pengembangan struktur ruang, 
b. pengembangan pola rnang, 
c. peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 

(2) Program pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

meliputi: 
a. program pengembangan sistem kota-kota clan infrastruktur wilayah, 
b. program pengembangan transportasi data~ laut, clan udam; 
c. program pengembaogan sumberdaya air clan irigasi; 
d. program pengembangan jaringan energi listrik dan telekomunikasi; 
e. program pengembangan prasarana penunahan dan permuldman; 
f. program pengembangan kawasan andalan; dan 
g. program pengamanan kawasan pertahanan dan keamanao. 

(3) Program pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
meliputi: 
a. program perwujudan kawasan lindung provinsi 
b. program perwujudan kawasan budidaya; clan 
c. program perwujudan kawasan strategis. 

( 4) Program pengembangan daya dukung clan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: 
a. Program penetapan kawasan strategis yang berfungsi lindung provinsi 
b. Program Pencegahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis provinsi yang berpotensi 

mengurangi fungsi lindung kawasao . 
c. Program pembatasan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan disekitar 

kawasan strategis provinsi. 
d. Program pengembangan kegiatan budi daya tidak tebangun di sekitar kawasan strategis 

provinsi 
e. Program rehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak 

pemanfaatan ruang. 

BAB VII 
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH 

Pasa171 
(1) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola 

ruang. 
(2) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan 

program pemanfaatan ruang. 
(3) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan 

indikasi program utama Iima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran II.j 
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Bagian Kedua 
Ketentuan Umum Araban Peraturan Zonasi 

Passi 76 
(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 

ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota 

dalam menyusun pengaturan zonasi. 
(2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi meliputi indikasi arahan pengaturan 

zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri dari: 

Passi 75 
(1) Pengawasan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) 

dilakukan melalui kegiatan peJaporan, pemantauan clan evaluasi secara rutin oleh Badan 
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi yang dibentuk dengan Keputusan 
Gubemur. 

(2) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan Pemanfaatan 
Ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian ijin 
Pemanfaatan Ruang dan kebijakan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang. 

(3)BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan Pemanfaatan 
Ruang dengan melibatkan masyarakat. 

(4) Tatacara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Gubemur. 

Passi 74 
(1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan • 

penertiban terhadap Pemanfaatan Ruang. 
(2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleb 

Gubemur bersama-sama dengan Bupati/Walikota dengan memperhatikan aspek 
keikutsertaan masyarakat. 

a. indikasi araban peraturan zonasi sistem provinsi; 

b. arahan perizinan; 
c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; clan 
d. arahan sanksi. 

Umum I ~~~ I 
(1) Arab.an pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi digunakan sebagai acuan ! 

dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. 1 

(2) Arab.an pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari: 

Bagian Kesatu 

BABVIll 
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH . 
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Paragraf2 
lndikasi Arahan Perataran Zonasi 

Untuk Sistem Jaringan Transportasi 
Pasal78 

Arahan pengaturan peraturan zonasi untukjaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 76 ayat (2) huruf b, meliputi; 
a. zonasi untuk jaringan transportasi darat; 
b. zonasi untuk jaringan transportasi laut, dan; 
c, zonasi untuk jaringan transportasi udara. 

Paragraf 1 
lndikasi Araban Peraturan Zonasi Untuk Sistem Perkotaan 

Pasal 77 
lndikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan provinsi dan jaringan 
inftastruktur provinsi harus d.isusun dengan mematuhi ketentuan mengenai : 
a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan infrastruktur provinsi untuk mendukung 

berfungsinya sistem perkotaan provinsi dan jaringan infrastruktur provinsi; 
b. ketentuan pelarangan pemanfaatan mang yang menyebabkan gangguan terhadap 

berfungsinya sistem perkotaan provinsi dan jaringan infrastruktur provinsi; dan 
c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem 

perkotaan provinsi dan jaringan inftastruktur provinsi. 
(1) Peraturan zonasi untuk PKL harus d.isusun dengan mematuhi ketentuan mengenai 

pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung 
dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi 
yang dilayaninya 

a sistem perkotaan; 
b. sistem jaringan transportasi; 
c. sistem jaringan energi dan kelistrikan; 
d, sistem jaringan telekomunikasi; 
e. sistem jaringan sumber daya air; 
f. kawasan lindung provinsi; dan 
g. kawasan budidaya 
h. kawasan bencana alam 
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Pasal 80 
(I) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf b untulc pelabuhan umum 

harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan 

pelabuhan; 
b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak 

pada keberadaan jalur transportasi laut; clan 
c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan clan 

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan barus mendapatkan izin sesuai dengan 
peraturan penmdang-undangan. 

(2) Peraturan zonasi sebagaimana 'dimaksud dalam pasal 78 huruf b untuk alur pelayaran 
harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; clan 
b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir clan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di 

sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran. 

memperhatikan kebutuhan ruang untulc operasional dan pengembangan kawasan 
pelabuhan, 

(4) Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan clan Daerah 
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan 
peraturan penmdang-undangan. 

Pasal 79 
(1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf a untuk jaringan jalan , 

nasional dan jalan provinsi h.arus disusun dengan mematubi ketentuan mengenai; 
a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dan sisi jalan provinsi dengan 

tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan 
ruangnya dibatasi; 

b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan 
nasional dan jalan provinsi; dan 

c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional dan sisi jalan provinsi yang 
memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan. 

(2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf a untulc jaringan 
transportasi penyeberangan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. keselamatan dan keamanan pelayaran; 
b, ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak 

pada keberadaan alur penyeberangan; 
c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan 

alur penyeberangan; dan 
d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur 

penyeberangan. 
(3) Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus 

•. 
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3) Pemanfaatan ruang pada sumber air dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian 
lingkungan dan keadilan; 

4) Jaringan distribusi air dikembangkan dengan memperhatikau tingkat kebutuhan dan 
ketersediaan air. · 

ParagrafS 
lndikasi Arahan Peraturan Zonasi 

Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air 
Pasal84 

Peraturan zonasi untuk sistem jarin~an somber daya air pada wilayah sungai hams disusun 
dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
1) Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga 

kelestarian Iingkungan dan fungsi lindung kawasan; 
I 

2) Pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas kabupatenlkota secara selaras dengan 
pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan; 

Paragraf4 
lndikasi Araban Peraturan Zonasi 

Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi 
Pasal83 

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi hams disusun dengan mematuhi 
ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi 
dan sistem jaringan terestrial dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan 
aktivitas kawasan di sekitamya. 

Pangraf3 
lndikasi Arahan Peraturan Zonasi 

Untuk Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan 
Pasal82 

(1) Peraturan zonasi untulc pembangkit tenaga listrik harus disusun dengan mematuhi 
ketentuan mengenai pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan memperhatikan 
jarak aman dari kegiatan lain. 

(2) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga Iistrik harus disusun dengan mematuhi 
ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal81 
Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf c untuk bandar udara umum 
harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara; 
b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar 

udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
c. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan 

kebisingan. 
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Pasal87 
(1 ). Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 

huruf a harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam; 
b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan 

hutan clan tutupan vegetasi, dan penurunan keanekaragaman hayati spesifik lokal; dan 
c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya banya diizinkan bagi penduduk 

sekitar kawasan h~tan dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, 
dan di bawah pengawasan ketat. 

Pasal86 
Peraturan zonasi untulc kawasan lindung meliputi; 
a. kawasan hutan lindung; ' 
b. kawasan resapan air; 
c. kawasan sempadan pantai; 
d. kawasan sempadan sungai dan sekitar danau/waduk; 
e. kawasan ruang terbuka hijau kota; 
f. kawasan konservasi laut dan perairan; 
g, kawasan pantai berhutan mangrove; 
h. kawasan taman hutan raya; 
i. kawasan cagar budaya clan ilmu pengetahuan; 
j. kawasan kebun raya; 
k. kawasan perlindungan plasma nutfah; 
1. kawasan terumbu karang; 
m. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota; 
n, kawasan keunikan batuan dan fosil; 
o. kawasan keunilcan bentang alam; 
p. kawasan keunikan proses geologi; 
q. kawasan imbuhan air tanah 
r. kawasan sempadan mata air 

Paragraf6 
lndilwli Arahan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindang 

Pasa185 
Peraturan zonasi untuk kawasan lindung harus disusun dengan mematuhi ketentuan 
mengenai: 
a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidi.kan dan penelitian tanpa mengubah bentang 

alam; 
b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum; 
c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan 

rawan bencana alam; dan 
d. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan; 
e. pembatasan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai ekosistem yang tinggi dan 

keanek.aragaman hayati spesifik lokal. 
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(2) Peraturan zonasi untulc kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 buruf 
b harus disusun dengan memanihi ketentuan mengenai : 
a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang 

memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; 
b. penyediaan swnur resapan dan/atau waduk pada Jahan terbangun yang sudah ada; dan 
c. penerapan prinsip keseimbangan debit air pada sistem saluran drainase dan sistem 

aliran sungai. 
(3) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf c 

harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; 
b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi pantai; 
c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan 

kegiatan penunjang usaha perikanan yang bukan merupakan bangunan permanen; 
d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan 
e. ketentuan pelarangan semuajenis kegiatan yang dapat-menunmkan luas, nilai 

ekologis, dan estetika kawasan. 
(4) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan .kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 86 huruf d harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; 
b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk 

pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; 
c, pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang aktivitas rekreasi; dan 
d, penetapan lebar sempadan danau/waduk ditetapkan dengan Peraturan Gubemur. 

(5) Peraturan zonasi unnik ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimalcsud dalam pasal 86 
huruf e harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. pemanfaatan ruang untuk aktivitas rekreasi; 
b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang aktivitas rekreasi dan 

fasilitas umum lainnya; dan 
c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf 

b. 
(6) Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi laut daerah dan perairan lainnya sebagaimana 

dimalcsud dalam pasal 86 huruf f harus·disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. pemanfaatan ruang untulc kegiatan wisata alam; 
b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam; 
c. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan 

perundangundangan; 
d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung 

lingkungan; dan 
e, ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merubah beotang alam dan ekosistem. 
f. hak akses masyaralcat terhadap kawasan konservasi laut dan wisata alam, 
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(7) Pemturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan mangrove sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 86 huruf g hams disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam; 
b. ketentuan pelarangan pemanfaatan basil hutan mangrove; dan 
c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas dan/atau 

merusak ekosistem mangrove. 
d. hak akses masyarakat terhadap kawasan pantai berhutan mangrove. 

(8) Peraturan zonasi untuk taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf h 
harus disusun dengan mematubi ketentuan mengenai: 
a. pemanfaatan ruang hanya untulc kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam; dan 
b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan tidak melebihi 10% dari Iuas zona pemaofaatan. 
c, hak ekses masyarakat terhadap taman hutan raya. 

(9) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya clan ilmu pengetahuan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 86 huruf i harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan 
b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan 

fungsi kawasan. 
c, hak akses masyarakat terbadap kawasan cagar budaya clan ii.mu pengetahuan. 

(lO)Peraturan zonasi untuk kawasan kebun raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf 
j barus disusun dengan mematubi ketentuan mengenai: 
a. karakteristik wilayah dan keanekaragaman hayati spesifik lokal; 
b. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata; dan 
c. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan 

fungsi kawasan. 
d. hak akses masyarakat terhadap kawasan kebun raya. 

(11) Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 86 huruf k harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam; 
b. pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan; dan 
c. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam. 

(12)Peraturan zonasi untuk terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf I 
harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. daya dukung dan pelestarian ekosistem laut; 
b. pemanfaatan untuk pariwisata bahari, pendidikan dan penelitian; 
c. ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan, pengambilan tenunbu karang dan 

kegiatan lain yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan ekosistem laut. 
(13)Peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota yang dilindungi 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf m harus disusun dengan mematuhi: 
a. pelarangan penangkapan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan; dan 
b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya untulc mempertahankan makanan bagi 

biota yang bermigrasi. 
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Paragraf7 
lndikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya 

Pasal88 
Peraturan zonasi untuk kawasan budi daya, meliputi; 
a. kawasan hutan produksi dan hutan rakyat; 

b. kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; 
c. kawasan petemakan; 
d. kawasan perkebunan; 
e. kawasan perikanan kelautan dan pulau-pulau kecil; 
f. kawasan pertambangan; 
g. kawasan industri; 
h, kawasan pariwisata; dan 
i. kawasan permukiman. 

(14) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 86 huruf n harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. pemanfaatan untuk pariwisata, penelitian clan pendidikan tanpa mengubah bentang 

alam; 
b. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan; dan 
c. kegiatan penggalian dibatasi· hanya untuk penelitian arkeologi clan geologi. 

(l S)Peraturan zonasi untulc kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 86 huruf o harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatannya 
bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka da.n/atau bersifat indah untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata; 

(16) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 86 huruf p harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatannya 
bagi perlindungan kawasan yang memili.ki ciri langka berupa proses geologi tertentu 

untuk pengembaogan ilm.u penget.ahuan dan/atau pariwisata. 
(17)Peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 

86 huruf q harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang 

memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; 
b, penyediaan sumur resapan <hµ)/atau waduk pada laban terbangun yang sudah ada; dan 
c. penerapan prinsip keseimbangan debit air pada sistem saluran drainase clan sistem 

aliran sungai. 
(18) Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam pasal 

86 huruf r hams disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan 
b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air. 
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(1) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 88 huruf a hams disusun dengan mematuhi ketentuan mengcnai: 
a. pembatasan pemanfaatan basil hutan untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan; 
b. kemampuan untuk melakukan pernulihan kondisi sumber daya alam; 
c. mengutamakan pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutan tanaman; 
d. larangan pendirian bangunan pada hutan produksi kecuali hanya untuk menunjang 

kegiatan pemanfaatan basil hutan; dan 
e. pembatasan penggunaan kawasan hutan produksi. 

(2) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf b harus disusun dengan mematuhi ketentuan 
mengenai: 
a. pemanfaatan ruang untuk pennukiman petani dengan kepadatan rendah; 
b. ketentuan luasan sawah berkelanjutan dan kawasan pertanian non sawah; 
c, perluasan areal kawasan sawah beririgasi; 
d. ketentuan luasan lahan kering dan hortikultura dengan mempertimbangkan jenis 

komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif; clan 
e. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan budidaya non pertanian 

kecuali untuk pembangunan sistem jaringan infrastruktur utama clan prasarana sumber 
daya air dengan penerapan sistem kompensasi. 

(3) Peraturan zonasi untuk kawasan penmtukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 88 huruf c harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. pemanfaatan ruang untuk areal petemakan; 
b. ketentuanjumlah danjenis temak dengan kebutuhan ruang untuk perkembangbiakan. 
c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur ut.ama 

(4) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 88 huruf d harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. pemanfaatan mang untulc areal perkebunan; 
b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi 

dan keunggulan komparatif;dan 
c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama. 
d. permukiman untuk agroindustri basil perkebunan. 

(5) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 88 huruf e harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. pem.anfaatan ruan~ untuk kegiatan budidaya perikanan; 
b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pem.ijahan dan/atau kawasan konservasi 
c, pemanfaatan mang untulc kawasan agroindustri perikanan; 
d. kelestarian sumber daya perikanan; 
e. ketersediaan infrastruktur perikanan 

Pasal89 
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(9) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permuldman sebagaimana di.maksud dalam 
pasal 88 huruf i harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. ukura.n dan kepadatan bangunan; 
b. tema arsitektur bangunan; 
c. kelengkapan bangunan dan lingkungan; 
d. jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan; dan 
e. kesesuaian lahan dan lingkungan; 
f. pengelolaan limbah domestik atau nnnah tangga, 

(6) Peraturan zonasi untuk kawasan penmtukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 88 huruf f harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. potensi tambang yang tersedia; 
b, keseimbangan antara risiko dan manfaat; 
c. karakteristik tisik alam dan fisik buatan, status dan fungsi kawasan; 
d. alokasi penempatan instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan; 
e. kebijakan pemanfaatan ruang yang telah ada; 
f. zona operasi produksi berada di luar kawasan lindung, kawasan pennukiman, kawasan 

pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan pariwisata sampai batas tidak adanya 
dampak negatif secara teknis, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha 
pertambangan;dan 

g. pengelolaan limbah pertambangan. 
(7) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industrl sebagaimana dimaksud dalam pasal 

88 huruf g harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya 

manusia di wilayah seldtamya; 
b. pembatasan pembangunan perumahan baru seldtar kawasan penmtukan industri; dan 
c. pemanfaatan ruang untuk kawasan penyangga antara kawasan industri dengan 

pennukiman; 
d. pengelolaan Iimbah industri. 

(8) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana di.maksud dalam 
pasal 88 huruf h harus disusun dengan mematubi ketentuan mengenai: 
a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya 

tampung lingkungan; 
b. perlindungan terhadap potensi alam, budaya masyarakat dan situs peninggaJan sejarah; 
c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; 
d. pengelolaan limbah pariwisata. 

' 
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Pasal91 
l) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam gunung berapi sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 90 huruf a harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a ketersediaan lokasi danjalur evakuasi dari permuldman penduduk; 
b. jalur aman terhadap pergerakan larva gunung berapi; 
c. pendirian bangunan haoya untuk kepentingan pemaotauan aocaman bencana; 
d. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan tingkat 

kerawanao; dan 
e. penetapan batasan kawasan yang rawan bencana gunung berapi. 

2) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam pasal 
90 huruf b harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan tingkat 

kerawanan; 
b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; 
c. kaidah-kaidah pendirian bangunan disesuaikan dengan kondisi fisik wilayah; clan 
d. Penetapan batas luasan kawasan yang rawan bencana longsor. 

3) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 90 huruf c harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan Jaut 

serta tingkat kerawanan; 
b, ketersediaan lokasi danjalur evakuasi dari pennukiman penduduk; 
c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah; 
d. bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan 
e. penetapan batas pasang tertinggi. 

Paragraf8 
lndikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Bencana Alam 

Pasal 90 
Arahan peraturan zonasi untuk kawasan bencana alam, mencakup; 
a kawasan rawan beneana alam guµung berapi; 
b, kawasan rawan tanah loogsor; 
c. kawasan rawan gelombang pasang; 
d. kawasan rawan banjir; 
e. kawasan rawan tsunami; 
f. kawasan rawan angin topan; 
g. kawasan rawan kekeringan; 
h. kawasan rawan gempa bumi; dan 
i. kawasan rawan abrasi pantai. 
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d. pengatwan daerah sempadan sungai, danau dan waduk; 
e. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum 

pentinglainnya;dan 
f. sistem jaringan drainase dan daerah resapan air. 

5) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 
huruf e barus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai; 
a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayab pesisir dan laut 

serta tingkat kerawanan; 
b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; 
c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah; 
d. bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; 
e. penetapan batas pasang tertinggi; 
f. jalur patahan atau rekahan geologi bumi; dan 
g. pusat gempa dasar laut. 

6) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan angin topan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 
huruf f harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai; 
a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah fisik wilayah; 
b. ketersediaan lokasi danjalur evak.uasi dari permukiman penduduk; 
c, kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah; dan 
d. arah clan kecepatan pergerakan angin. 

7) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 
huruf g hams disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai; 
a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah; 
b. ketersediaan 8!1fflberdaya air; 
c. kesesuaian komoditas; clan 
d, kemampuan efektif lahan. 

8) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 
humfh harus disusun dengan mematubi ketentuan mengenai; 
a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik fisilc wilayah; 
b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; 
c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisilc wilayah; 
d. kaedah-kaedah pendirian bangunan fisik; dan 
e. Jalur patahan atau rekaban geologi bumi. 

4) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf 
d harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. penetapan batas luasan genangan banjir; 
b. ketersediaan lokasi clan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; 
c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi tisik wilayah; - 
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Bagian Keempat 
Araban Insentif dan Disinsentif 

Pasal93 
(1) Araban pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) 

huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah daJam pemberian insentif dan 
pengenaan disinsentif. 

Bagian Ketiga 
Arahan Perizinan 

Pasal 92 
(1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b merupakan 

acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang 
berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. 

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleb pejabat yang berwenang. 
(3) Pemberian Izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, 
( 4) Arahan perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 

berikut: 
a. Perizinan pemanfaatan ruang diberlakukan terhadap pemanfaatan kawasan lindung 

dan kawasan budidaya yang meliputi sistem pusat kegiatan, sistem prasarana wilayah 
serta fasilitas dan utilitas wilayah 

b. Perizinan pemanfaatan ruang diberlakukan terbadap pemanfaatan air pennukaan, air · 
bawah tanah, udara serta pemanfaatan ruang bawah tanah; 

c. Pemanfaatan ruang yang sesuai aturan tapi tidak berizin, harus segera mengurus lzin, 
dengan dikenai denda; 

d. Pemanfaatan yan6 tidak sesuai tapi telah memiliki izin dapat diteruskan sampai waktu 
yang ditentukan. 

(5) Bentuk-bentuk izin pemanfaatan ruang, mekanisme pemberian izin dan arahan 
pengambilan keputusan terkait perizinan yang akan diterbitkan diatur menurut peraturan 
perundang-undangan. 

9) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 
90 huruf i harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: 
a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut 

serta tingkat kerawanan; 
b. ketersediaan Iokasi dan jalur evakuasi dari pennukiman penduduk; 
c. Kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah; 
d, Bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan 
e. Penetapan batas pasang tertinggi. 
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( 4) Arahan insentif dan disinsentif sebagamana dimaksud pada ayat (2) mencakup kegiatan: 
a. Mengembangkan pusat kawasan strategis beberapa insentif yang akan diterapkan 

berupa pembentukan badan pengelola untuk mengembangkan kawasan strategis 
sebagai prioritas, memberi kemudahan perijinan bagi pengembang dalam rangka 
pembangunan di kawasan strategis dan promosi kawasan strategis guna menarik 
investor; 

b. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan sekunder, beberapa insentif yang diberikan 
berupa pembangunan akses menuju kawasan, memberikan kemudahan perizinan, serta 
pemberian pelayananjaringan prasarana dan sarana kawasan; 

c. Mengembangkan, menjaga kelestarian baguoan bersejarah yang ditentukan, insentif 
yang akan diberikan berupa bantuan.teknis perubahan fisik bangunan dalam batas 
tertentu clan izin perubahan fungsi banguoan dalam batas tertentu selama fisik 
bangunan tetap; 

d. Mengendalikan perkembangan di wilayah Provinsi Maluku utara, yang sebagian besar 
dari wilayah tersebut merupakan wilayah dengan risiko bencana yang tinggi, beberapa 
disinsentif yang diberikan berupa tidak dikeluarkan izin lokasi baru, tidak dibangun 
alcses jalan b8!11, dan tidak dibangun jaringan prasarana baru terutama prasarana vital 
yang meliputi DAM, bendungan, jembatan, pelabuhan/bandara, pemancar elektronik, 
clan lain-lain; 

e. Mengendalikan pengembangan di sekitar pusat kota Temate, beberapa disinsentif 
yang diberikan berupa pengenaan pajak kegiatan yang relatif lebih besar daripada di 
bagian wilayah lain dan pengenaan denda terhadap kegiatan yang menimbulkan 
dampak negatif bagi publik seperti gangguan keamanan, kenyamanan dan 

keselamatan; 
f. Pengembangan ruang hijau terbuka insentif yang diberikan berupa penetapan hukum .. 

yang jelas bagi pelanggaran pemanfaatan lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang 
terbuka hijau; disinsentif berupa pengenaan pajak yang lebih tinggi pada Iahan-lahan 
yang dialokasikan bagi ruang terbuka hijau; 

g. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa insentif yang diberikan berupa 
pengurangan biaya perizinan dan kemudahan PBB; penyediaan pelayanan umum oleh 
pemerintab, sedangkan beberapa disinsentif yang diberikan adalah pengenaan retribusi 
perubahan guna lahan; kewajiban penyediaan pelayanan umum pada lokasi yang sama 
atau lokasi yang lain; kewajiban membayar development impact fees; pembatasan 
KDB dan KLB lebih rendah dari yang telah ditetapkan bagi kawasan tertentu; 

(2) Arahan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur 
ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan pengaturan zonasi yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Arahan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, 
atau dikurangi berdasarkan ketentuan dalam peraturan 
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Pasa196 
(1) Arahan disinsentif Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota, diberikan dalam bentuk: 

a. pembatasan penyediaan infrastruktur; 
b. pengenaan k~mpensasi; dan 
c. penalti 

(2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dikenakan dalam bentuk : 
a. pengenaan pajak yang tinggi; 
b. pembatasan penyediaan infrastruktur; 
c. pengenaan kompensasi; dan 
d. penalti. 

.. 
(1) Arahan insentif pemerintah daerah kepada kabupaten/kota, diberikan dalam bentuk: 

a. pemberian kompensasi; 
b. urun saham; 
c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan 
d. penghargaan. 

(2) lnsentif kepada masyarakat, diberikan dalam bentuk : 
a. keringanan pajak dan atau distribusi; 
b. pemberian kompensasi; 
c. imbalan; 
d. sewa ruang; 
e. urun saham; 
f. penyediaan infrastrµktur; 
g. kemudahan prosedur perizinan; dan 
h. penghargaan. 

Pasal9S 

Pasal94 
(1) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah 

provinsi dilakukan oleh pemerintah daerah kepada kabupatenlkota dan kepada 
masyarakat. 

(2) Arahan pemberian Insentif dan pengenaan disinsentif di provinsi, dilakukan oleh 
gubemur yang teknis pelaksanaannya melalui satuan kerja perangkat daerah provinsi , 
yang membidangi penataan ruang. 

h. Pengembangan kawasan industri insentif yang diberikan berupa penyediaan pelayanan 
umum oleh pemerintab; pengadaan infrastruktur oleh pemerintah; bantuan dalam 
menyusun AMDAL; kemudahan dalam proses perijinan; pengurangan biaya perijinan 
dan kekuatan hukum untuk mengendalikan gangguan/pencemaran, sedangkan 
disinsentif yang diberikan berupa kekuatan hukum untuk mencabut izin operasional 
industri tersebut; 

i. Pengembangan pennukiman perlu untuk memperhitungkan faktor-faktor bencana, 
insentif yang diberikan berupa penyediaan infrastruktur dan kemudahan perijinan; 
sedangkan disinsentif yang diberikan adalah nilai PBB yang lebih tinggi. 
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Pasal99 
(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a, huruf b, 

huruf d, huruf e, huruf f, clan huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa: 
a .. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara kegiatan; 
c. penghentian sementara pelayanan umum; 
d. penutupan lokasi; 
e. pencabutan izin; 
f. pembatalan izin; 
g. pembongkaran bangunan; 
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau 
i. denda administratif. 

• 

Bagian Kellina 
Arahan Sanksi 

Pasal98 
(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73ayat (2) huruf d yang diberikan atas 

pelanggaran peraturan daerah tentang RTRW provinsi yaitu sanksi administratif dan/atau 
sanksi pidana. 

(2) Bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang berupa : 
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang 

wilayah provinsi; 
b. pelanggaran ketentuan arahan pengaturan zonasi sistem provinsi; 
c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sesuai peraturan 

daerah ini; 
d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan 

berdasarkan RTRWP Maluku Utara; 
e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang 

yang diterbitkan berdasarkan RTR WP Maluku Utara; 
f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan 

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan 
g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap 
bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati 
dan/atau Walikota. 

(4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap bentuk 
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang- 
undangan. 

Pasal 97 
Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, asal 
94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. ' 
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Pasal 102 
(1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambehan nilai ruang sebagai akibat 

penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 pelaksanaannya dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ~dah yang berlaku. 

(2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya a1am yang terkandung di 
dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat 
berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, 
penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada 
masyarakat setempat. 

Passi 101 . 
(1) Untuk mengetabui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 100 selain 

masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara dari 
Lembaran Daerah , masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan 
melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daera.h . 

(2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana 
dimaksud pada.ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata 
ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta 
melalui pembangunan sistem infonnasi tata ruang. 

BAB IX 
~ BAK, KEW A.IlBAN, PERAN MASYARAKA T 

PasallOO 
Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara, masyarakat 
berhak: 
a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan 

pengendalian pemanfaatan ruang; 
b, mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara, 

rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan; 
c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan 

ruang; 
d, memperoleh penggantian yang layak kondisi yang dialaminya sebagai akibat pela.ksanaan 

kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang. 

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c dikenakan 
sanksi administrasi berupa: ' 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara kegiatan; 
c. penghentian sementara pelayanan umum; 
d. penutupan lokasi; 
e. pembongkaran bangunan; 
f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau 
g. denda administratif 
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Pasal 106 
Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa : 
a. masukan, mengenai : 

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; 
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 
S. penetapan rencana tata ruang. 

b. Kerjasama dengan pemerintah daerah dao/atau sesama Ul1SW' masyarakat dalam 
perencanaan tata ruang. 

Pasal 105 
(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal I 04 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu 
dan aruran-amran penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang- 
undangan. 

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekan masyarakat secara turun temunm 
dapat ditetapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, 
estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin 
pemanfaatan ruang yang serasi, selaras clan seimbang. 

Pasal 104 
Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara masyarakat wajib: 
a. berperan dalam memelihara kualitas ruang; 
b. berlaku tertib dalam keikutsertaan dalam proses perencanaan tata ruang, pem.anfaatan 

ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; 
c. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 

Pasal 103 
(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status 

semula yang dimili.ki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi Maluku Utara diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak 
yang berkepentingan. 

(2) Dalam ha1 tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
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Pasal 111 
Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem 
informasi dan komunikasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 

Pasal 110 
Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 109 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Gubemur dan pejabat yang· 
berwenang. 

Pasal 109 
Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk: 
a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayab dan kawasan yang meliputi lebih dari 

satu wilayah kabupaten/kota di daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan 
pelaksanaa.n pemanfaatan ruang kawasan yang dimaksud; dan/atau 

b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang, 

Pasal 108 
(1) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 106 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana climaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh 

Gubemur. 

Dalam pemanfaatan ruang di daerah peran masyarakat dapat berbentuk: 
a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, clan ruang udara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, agama, adat, atau keblasaan yang berlaku; 
b. bantuan pemikiran clan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang 

wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota; 
c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah clan 

kawasab yang meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten/kota. 
d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupten/Kota yang telah ditetapkan; 
e. bantuan teknik clan pengeloaan dalam pemanfaatan ruang; clan 
f. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan. 

Pasal 107 
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BAB XII 
PENYIDIKAN 

Pasal 115 
( 1) Penyidik Pegawai Negerl Sipil tertentu di lingk:ungan instansi Pemerintah Daerah 

diberikan wewenang untuk melalcsanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan- 
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 

(2) Setiap orang yang melanggar selain sebagaimana dimalcsud pada ayat 1 (satu) dikenakan , 
sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), merupakan penerimaan Negara dan 
disetorkan ke leas Negara. 

(1) Setiap orang yang tidak mentaati Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana diatur dalam 
pasal .........• peraturan daerah inl yang mengakibatkan : 
a. tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
b. tidak memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat 

benvenang; 
c. tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin dalam pemanfaatan 

ruang; 
d. tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang- 

undangan dinyatakan milik umum. 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 500.000.000,- 

BAB XI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal114 

Pasal113 
(1) Gubemur membentuk dan menugaskan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah 

selanjutnya disebut BKPRD Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan tugas 
Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi; 

(2) Tugas dan Susunan Keanggotaan BKPRD Provinsi diatur dengan Keputusan Gubernur. 

Pasal112 
Togas dan Tanggungjawabkoordinasi penataan ruang Provinsi dilakukan oleh Gubernur . . 

BABX 
KOORDINASI PENATAAN RUANG 
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Pasal 117 
RTRW Provinsi Maluku Utara digunakan sebagai pedoman bagi : . 
a. penyusunan rencana pembangunanjangka panjang daerah; 
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; 
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi; 
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah 

kabupaten/kota, serta keserasian antarse.ktor; 
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; 
f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; clan 
g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota. 

Pasal 116 
RTRW Provinsi Maluku Utara akan digunakan sebagai pedoman pembangunan. 

BABXID 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

a. menerima, mencari, mengwnpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan 
tindak pidana di bidang penataan ruang; 

d. meminta buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang penataan ruang; 

e, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan 
clan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang penataan ruang; 

g, menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang clan atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang; 
I, memanggil orang untuk didengarkan keterangannya clan diperiksa sebagai tersangka 

atau sanksi; 
j. menghentikan penyidikan; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di 

bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memberitahukan dimulainya penyidikan 

clan menyampaikan basil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan • 
perundang-uodangan yang berlaku. 
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BAB XIV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 118 
(1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka pelaksanaan Peraturan Daerah yang 

berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peratura.n Daerah ini, 

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerab ini, maka : 
a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; 
b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan 

dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 
2. untulc yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan 

sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan 
fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan 

3. unmk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk 
dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, 
izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul 
sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak. 

4. penggantian yang Jayak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas dengan 
memperhatikan indikator sebagai berikut : 
- sesuai dengan NJOP; atau 
- sesuai dengan kemampuan daerab. 

5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin 
tersebut dibebankan pada APBD Daerah Provinsi dan kabupatenlkota yang 
membatalkan/mencabut izin tersebut 

c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan 
Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; 

d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai 
berikut; 
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang 

yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan 
2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk 

mendapatkan izin yang diperlukan. 
(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan 

Gubernur. 
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Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Maluku Utara Nomor 2 
Tahun 2003. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah 
Tahun 2006 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Passi 122 

Peraturan Daerah tentang Rencaaa Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 - 
2023 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayab Provinsi Maluku Utara dan 
peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta, 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, 

Pasal 121 

(1) Jangka waktu RTRW Provinsi Maluku Utara adaJab 20 (dua puluh) tahun dan dapat 
ditinjau kembali l (satu) kali dalam S (lima) tabun. 

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala 
besar dan/atau perubaban batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan 
peraturan perundang-undangen, RTRW Provinsi Maluku Utara dapat ditinjau kembali 
lebih dari 1 (satu) kali dalam S (lima) tahun. 

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi 
perubaban kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang 
provinsi dan/atau dinamika internal provinsi. 

( 4) Perubaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Passi 120 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Kawasan lindung yang difungsikan untuk kegiatan budidaya secara bertahap dikembalikan 
fungsinya sebagai kawasan lindung setelah ijin kegiatan budidaya habis masa berlakunya. 

(2) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan, kawasan laban pertanian pangan 
berkelanjutan harus mematuhi ketentuan peraturan perundangan. 

Pasal 119 
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(LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 2 ) 

2013 
-01uiidaogkan di sesa 
Pada tanggal 
SE 

PRO 

... : ..... - . I . .. THAIB ARMAlYN 

I 

Ditetapkan di Sofifi 
: pada tanggal 19 Juli 2013 
' I 
} GUBERNURMALUKUUTARA 
:\ 

Pasal 123 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundaogkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaraa Daerah Provinsi Maluku Utara. 
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NO NAMA DAERAH ALIRAN 
DAS SUNGAI 

066 ·DAS Maffa 
067 DAS Lamo 
068 DAS Flo a 
069 DAS Batonam 
070 DAS Tingsonga 
071 DAS Wasi 
072 OAS Barungbarung 
073 DAS Wosl 
074 DAS Tima 
075 DAS Wemionga 
076 DAS Uboubo 
077 DAS Gola 
078 DAS Dingolaf Besar 
079 DAS Wall 
080 OAS Tagla 
081 DAS Saole · 
082 DAS Beu a 
083 OAS Llap 
084 DAS Tulebawake 
085 OAS Suarat 
086 OAS Toman 
087 DAS Warengi 
088 DAS Sua 
089 DAS Galnanu 
090 OAS Wag lat 
091 DAS Bo tan 
092 DAS Loteungeu 
093 DAS Samamalinga 
094 DAS Jebubu Besar 
095 DAS Duwoi 
098 OAS Falamalongitu 
097 DAS Uoubo 
098 OAS ·Uoyang 

; 099 DAS Samamaluku 
100 OAS Jaga 
101 DAS Kolanomaake 

NO NAMA DAERAH AURAN 
OAS SUNGAI 

001 DAS Oowango 
002 DAS Pematango 
003 DAS Akelamo 
004 DAS Wayai 
005 DAS Mabulan 
006 DAS Tlfunus 
007 DAS Afu -· 
008 DAS Lili 
009 DAS Walsango 
010 OAS Onat 
011 DAS Goifati 
012 DAS Wayamli 
013 DAS Galala 
014 DAS Wala 
015 OAS Pekaulang 
016 DAS Gau 
017 DAS Gamesan 
018 DAS Bukumatiti 
019 DAS Wafli 
020 DAS Soalapoh . 
021 DAS Sangajl 
022 DAS Glpyollmbi 
023 DAS Misoliwoyo 
024 DAS Gotowasi 
025 OAS Waci 
026 DAS Woyokia 
027 OAS Blaclli 
028 OAS Biri - 
029 OAS Beb 
030 DAS Oat . 
031 OAS Gawani 
032 DAS Pendi 
033 DAS Kipln 
034 DAS Fan 
035 DAS Dolon 
036 DAS Lololimdl 

WILAYAH SUNGAI STRATEGIS NASIONAI-HALMAHERA SELATAN 

a. Wilayah Sungai Strategls Nasional terdlri dari Wilayah Sungai (WS) Harmahera Selatan dan Wilayah 
Sungai (WS) Halmahera Utara. 

b. Sistem Jaringan lrigasl Nasional yaitu Bendungan Patlean dan Bendungan Wangonira 
c, Daerah lrigasi Nasional meliputi Daerah lrigasi Nasional 'cli Kabupaten/Kota yaltu DJ. Patlean den DI. 

Wangongira. 

DAFTAR 

LAMPIRAN 1.1 • PERATURAN DAERAH PROVJNSI MALUKU UTARA 
NOMOR : 2 TAIDJN 2013 . 
TANGGAL : 19 Juli 2013 
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI 

MALUKU UTARA TAHON 2013-2033 
SISTEM JARINGAN SOMBER DAYA AIR NASIONAL 
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102 DAS Pap aced a 
103 DAS Kadabu 
104 DAS Rano 
105 DAS Tagli 
106 DAS Aji 
107 DAS Lipai 
108 DAS Sak eta 
109 DAS Tango 
110 DAS Lasa 
111 DAS Bobiri 
112 DAS Bosso 
113 DAS Rogirogi 
114 DAS Tokaka 
115 DAS Moloku 
116 DAS Samo 
117 DAS Sam at 
118 DAS Moang Kecil 
119 DAS Sum ea 
120 DAS Dehopoda 
121 DAS Guraci 
122 DAS Lifofa 
123 DAS Adala 
124 DAS Maidi 
125 DAS Tafaga 
126 DAS Jorongmadana 
127 DAS Toe 
128 DAS Tos 
129 DAS Nawan 
130 · DAS Paya he 
196 DAS Su babe 
197 DAS Salo lo 
198 DAS Kagohi 
199 DAS Kayo a 
200 DAS Guruapin 
201 DAS Taneti 
202 DAS Latalata 
203 DAS Dihuru 
204 DAS Kou 
205 DAS Kot a 
206 DAS Turibesar 
207 DAS Jabubu 
208 DAS Supai 
209 DAS Puacaritos 
210 DAS Langgudi 
211 DAS lmbuibu 
212 DAS Kasituta 
213 DAS Doko 
214 DAS Pal am ea 
215 DAS Mamang 
216 DAS Ngome 
217 DAS Jojame 
218 DAS Kasolaka 
219 DAS Kailaka 
220 DAS Nyali 
221 DAS Gilalang 

037 DAS Ngangamlango 
038 DAS Pal po po 
039 DAS SakaW 
040 DAS Yaba 
041 DAS Camece 
042 DAS Wasls 
043 OAS Morea la 
044 DAS Biabokl 
045 DAS Boliol 
046 DAS Bone 
047 DAS Doe 
048 DAS Mesa 
049 DAS Sep a 
050 DAS Wal eh 
051 DAS Sepo 
052 DAS Gemaf 
053 DAS Leuef 
054 DAS Kobe 
055 DAS Tegalis 
056 DAS Wastulo 
057 DAS Fidi 
058 DAS Yeteta 
059 DAS Roti 
060 DAS Ti lope 
061 DAS Foya 
062 DAS Kuala Bak 
063 DAS Santu 
064 DAS Lelubi 
065 DAS Saleo 
131 DAS Tayawi 
132 DAS Koll 
133 DAS lyadimatiti 
134 DAS Tufui 
135 DAS Tawa 
136 DAS Lola 
137 DAS Loko 
138 DAS Siokona 
139 DAS Roy 
140 DAS Tobebato 
141 DAS Sabaru 
142 DAS Mira 
143 DAS Oba 
144 DAS Kay as a 
145 DAS Tagorang~ 
146 DAS Ngoguni 
147 DAS Tomores 
148 DAS Pariama 
149 DAS Ekor - 150 DAS Minim in 
151 DAS Jawalt 
152 DAS Saosari 
153 DAS Wajol 
154 DAS Tolawi 
155 DAS Akesalaka 
156 DAS Wasilae 



222 DAS Timonga 
223 DAS Gamnegu 
224 DAS Jalaro 
225 DAS Nyifnyah 
226 DAS Ramang 
227 DAS Samalanga 
228 DAS Tawale 
229 DAS Wayaua 
230 DAS Song a 
231 DAS Bibinoy 
232 DAS Raim 
233 DAS Batipota 
234 DAS Batisa 
235 DAS Laleba 
236 DAS Lanio 
237 DAS Mati 
238 DAS Jikolamo 
239 DAS Orimaoho Kecil 
240 DAS Wayamoha 
241 DAS Turpana 
242 DAS Linggua 
243 DAS Salowako 
244 DAS Ngame 
245 DAS Permasang 
246 DAS Bilik 
247 DAS· Kubung 
248 DAS Subusubu 
249 DAS Tuakang 
250 DAS Kupai 
251 DAS Mandaeng 
252 DAS lnggal 
253 DAS Sangg~ 
~54 DAS lndamut 
255 DAS Kapulusan 
256 DAS Sumatinggi 
257 DAS Bobo 
258 DAS Kusubabi 
259 DAS Ahadau 
260 DAS Waya 
261 DAS Harumbane 

. 262 DAS Mandoli 
263 DAS Damai 
264 DAS Hasl 
265 DAS Gebe 

157 DAS Gurua 
158 DAS Subaim 
159 DAS OcvanQ 
160 DAS Dodoga 
161 DAS Wabti 
162 DAS Tutuli "- 

163 DAS Pelengon 
164 DAS Titilengan 
165 DAS Lolobata 
166 DAS Milaning 
167 DAS Kokocina 
168 DAS Tatuo 
169 DAS lga 
170 DAS Ngairi 
171 DAS Gagaeti 
172 DAS Buli 
173 DAS Tatam 
174 DAS Hapitiaoa 
175 DAS Niniwi 
176 DAS Cepang 
177 DAS Lobilobi 
178 DAS Jerawai 
179 DAS Tuma 
180 DAS Tadena 
181 DAS Dabanang 
182 DAS Tanjung 
183 DAS Gomang 
184 DAS Fitako 
185 DAS Kibal 
186 DAS Para 
187 DAS Ngofakiah:1 
188 DAS Tiowon 
189 DAS Sangapati 
190 DAS Uratbaru 
191 DAS Baku Ii 
192 DAS Watakapat 
193 DAS Malapa 
194 DAS Bobawa 
195 DAS Tobosa 



____ I __ 

NO NAMADAERAH 
DAS ALIRAN SUNGAI 
068 DAS Wayabula 
069 DAS Tutuhu 
070 DAS Morotai 
071 DAS Tatamo 
072 DAS Cio 
073 DAS Libano 
074 DAS Hapo 
075 DAS Bere-bere Kecil 
076 DAS Sopi 
on DAS Aru 
078 DAS Pengeo 
079 DAS Lusuo 
080 DAS Kocago 
081 DAS Ngisio 

, 082 DAS Sakita 
083 DAS Yao 
084 DAS Lifao 
085 DAS GosomamaJuku 
086 DAS Mira 
087 DAS Sangowo 
088 DAS Sangowo Kecil 
089 DAS Oaeo 
090 DAS Sabatai 
091 DAS SabataiTua 
092 DAS Cao 
093 DAS Sabala 
094 DAS Aha 
095 DAS Raja 
096 DAS Bobo 
097 DAS Mole a 
098 DAS Hiri 
099 DAS Tobololo 
100 DAS Kulaba 
101 DAS Togurara 
102 DAS Marikurubu 
103 DAS Serabu 
104 DAS Fitu 
105' DAS Kastela 
106 DAS Toqualperatu 
107 DAS Takome 
108 DAS Maitara 
109 DAS Salo 
110 DAS Dowora 
111 DAS Gilo 
112 DAS Fubrai 

NO NAMADAERAH 
DAS ALIRAN SUNGAI 
001 DAS Susupu 
002 DAS Melalomo 
003 DAS Lelei 
004 DAS Pusu 
005 DAS Pakawani 
006 DAS Tapi 
007 DAS Pitau 
008 DAS Saeo 
009 DAS Dodowo 
010 DAS Limau 
011 DAS Tohaki 
012. DAS Togowa 
013 DAS Lututo 
014 DAS Lobe 
015 DAS Popila 
016 DAS Gorua 
017 DAS Upa 

. 
018 DAS Wala foe 
019 DAS Mawea 
020 DAS Gongamicik 
021 DAS Tunuo 
022 OAS Boing 
023 DAS Daru 
024 DAS Jati 
025 DAS Soasang Aji 
026 DAS Kao 
027 DAS Wadengolak 
028 DAS Taolas 
029 DAS Domudomu 
030 DAS Tabanoma 
031 DAS Pipi 
032 DAS Kosidi 
033 DAS Goluk 
034 DAS Dom era 
035 DAS Lakara 
036 DAS Doman 
037 DAS Tawa 
038 DAS Lakata 
039 DAS Lahu 
040 DAS Satakul 
041 DAS Sidangoli 
042 DAS Tataleka 
043 DAS Tauralamo 
044 DAS Tudawangi 
045 DAS Liano 

WILAYAH SUNGAI STRATEGIS NASIONAL HALMAHERA UTARA 
• 
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113 DAS Nasi 
114 DAS Subodo 
115 DAS Lobi 
118 DAS Lola 
117 DAS Soa Sio 
118 DAS Sumkusu 
119 DAS Siko 
120 DAS Kahatola 
121 DAS Salangadeke 
122 DAS Gandasuli 
123 DAS Dama 
124 DAS Tufunu 
125 DAS Kokara Besar 
126 DAS Tagalaya 
127 DAS Miti 
128 DAS Magalinu 
129 DAS Gamofamo 
130 DAS Bubale 

046 DAS Lamo 
047 DAS Peot 
048 DAS Ngarulamo 
049 DAS Baru 
050 DAS Sasur 
051 DAS Tahato ; 

052 DAS. lbu 
053 DAS Butu 
054 DAS Ngolo 
0~5 DAS Loloda 
056 DAS Tasomolo 
057 DAS Ngajam 
058 DAS Asimiro 
059 DAS Dorume 
060 DAS Puru 
061 DAS Doitia 
062 DAS Satu 
063 DAS Tolafo 
064 DAS llafameko 
065 DAS Kamufa 
066 DAS Gisi 
067 DAS Pacao 

i 



No. 
Nama Daerah lrigasl 

Kabupaten I Kota Wllayah Sungai Kewenangan ( D.I.) ( DAS) 

1 D.I. PatJean I Akelamo Halmahera Timur Halmahera Selatan Pusat 

2 D.I. Wangongira Halmahera Utara Halmahera Selatan Pusat 

3 o.r. Toboulamo Halmahera Utara Halmahera Utara Provlnsi 

4 0.1. Malifut Halmahera Utara Halmahera Utara Provlnsi 

s D.f. Blang Halmahera Utara Halmahera Utara Provins( 

6 D.I. Toliwang Halmahera Utara Halmahera Utara Provinsi 
: 

7 D.I. Leleseng Halmahera Utara Halmahera Utara Provinsl 

8 D.I. Aha - Pulau Morotai Halmahera Utara Provinsi 

9 0.1. Pllowo Pulau Morotal Halmahera Utara Provinsi 

Nama Deaerah lrigasi di Provinsi Maluku Utara 

a. Wilayah Sungai LintasKabupaten/Kota terdapat di Kepulauan Sula dan Obi 
b. SistemJaringanirigasiProvinsimeliputi bendungan, jaringan saluran irigasi dan Daerah 

lrigasi. Sistem Jaringan lrigasi Provinsiterdapat di Kabupaten Pulau Morotai. 
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat. Kabupaten Halmahera 
Timur. Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan 

c. SistemJaringan Air Minum mellputijaringan air minum perkotaandan jaringan air minum 
perdesaan. Jaringan air minum perkotaan terdapat di ibukota Kabupaten Kota yang 
dilayani oleh Perusahaan Daerah · Air Minum (PDAM) yaitu Sula. Tidore, Temate, 
Jailolo Bacan, Daruba dan Tobelo. Untuk ibukota Kabupaten Halmahera Tengah 
dilayani oleh Kantor Pefayanan Air Minum sedangkan untuk Kabupaten Halmahera 
Timur dilayani UPTD air minum. Sistem Jaringan Air Minum di Perdesaan dikelola oleh 
Kelompok Masyarakat Pengelola Air Minum 

d. Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi me11puti CAT Tenate, CAT Tidore, CAT Daruba- 
Bere - Sere, CAT Posi - Posi, CAT Galela, CAT Tobelo, CAT lbu, CAT Kao, CAT 
Jailolo Sidangoli, CAT Payahe, CAT Mafa, CAT Sagea, CAT Wasile, CAT Akelamo, 
CAT Patani, CAT Wosi, CAT Kasiruta, CAT Mandloli. CAT Labuha, CAT ransa, CAT 
Bisa, CATTaino, CAT Sesepe, CAT Jobubu, CAT Sanana. 

DAFTAR 

PERATURAN DAERAH PROVINS! MALUKU UTARA 
NOMOR : 2 TAHUN 2013 
TANGGAL : 19 2013 
TENTANG : RENCANA TATA RUANO WILAY AH PROVINSI 

MALUKU UTARA TAHUN 2013-2033 
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI 

.- . LAMPIRAN 1.1 



10 0.1. Talaga Halmahera Barat Halmahera Utara Provins( - 
11 D.I. Jani Halmahera Barat Halmahera Utara Provins! 

12 0.1. Jailolo Halmahera Barat Halmahera Utara Provins( 

13 D.t. Goal Halmahera Barat Halmahera Utara Provinsi 

14 D.I. Loloda Halmahera Barat Halmahera Utara Provins! 

15 D.I. Susupu Halmahera Barat Halmahera Utara Provinsi. 

16 0.1. Toisua Halmahera Barat Halmahera Utara Provlnsi 

17 D.I. Sahu .. Halmahera Barat Halmahera Utara Provlnsr 

18 D.I. Oplyang Halmahera Timur Halmahera Selatan Provinsi 

19 D.I. Akelamo Halmahera Timur Halmahera Selatan Provinsi 

20 D.I.Sagea Halmahera Timur Halmahera Selatan Provinsl 

21 D.I. Tutlling Halmahera Timur Halmahera Selatan Provinsi 

22 D.I. Ekor Halmahera Timur Halmahera Selatan Provinsi 

23 0.1. Akedaga Halmahera Timur Halmahera Selatan Provins! 

24 D.I. Meja . Halmahera Timur Halmahera Selatan Provins! 

25 D.I. Wayamll Halmahera Timur Halmahera Selatan Provinsi 

26 0.1. Dorosagu I, II Halmahera Timur Halmahera Selatan Provinsi 

27 D.I. Wairoro Halmahera Tengah Halmahera Selatan Provinsi 

28 D.I. Kobe Halmahera Tengah Halmahera Selatan Provinsi 

29 0.1. Bibinohi Halmahera Selatan Halmahera Selatan Provins! 

30 D.I. Obi Halmahera Selatan Halmahera Selatan Provrnst 

31 D.I. Sayoang ·- Halmahera Selatan Halmahera Selatan Provinsi 

32 D.I. Getl Halmahera Selatan Halmahera Selatan Provins! 

33 o.r. Goro-Goro Halmahera Selatan Halmahera Selatan Provfnsi 

34 D.I. Gane Timur Halmahera Selatan Halmahera Selatan Provtnsl 

35 o.r. Kahoho (Tayawi) KotaTldore Halmahera Selatan Provinsi Kepulauan 

36 D.I. Cinga KotaTidore Halmahera Selatan Provlnsi Kepulauan 

37 D.I. Maldi KotaTidore Halmahera Selatan Provinsi l<epulauan 

• 



38 D.I. Jorjoga Kepulauan Sula - Provins I 

39 D.I. Kilo Kepulauan Sula - Provinsi . 
40 D.I. Waimiha Kepulauan Sula - Provlnsi 

41 D.I. Tolablt (Makarti) Halmahera Utara Halmahera Utara Kabupaten 

42 D.I. Pediwang Halmahera Utara Halmahera Utara Kabupaten 

43 0.1. Dorolamo Halmahera Utara Halmahera Utara Kabupaten 

44 0.1. Gagapok Halmahera Utara Halmahera Utara Kabupaten 

45 D.I. Tiiey Pulau Morotai Halmahera Utara Kabupaten 

46 D.I. Daeo Pu/au Morotal Halmahera Utara Kabupaten 
- 

47 D.I. Wewemo Pulau Morotal Halmahera Utara Kabupaten 

48 D.I. Sangowo Pulau Morotal Halmahera Utara Kabupaten 

49 0.1. Bohu-Bohu Pulau Morotal Halmahera Utara Kabupaten 

so 0.1. Samblki Pulau Morotai Halmahera Utara Ka bu paten 

51 0.1. Hoku-Hoku Pulau Morotal Halmahera Utara Kabupaten 

52 D.I. Fornitl Halmahera Barat Halmahera Utara Kabupaten 

53 D.I. Gamtala Halmahera ~arat Halmahera Utara Kabupaten . 
54 D.J. Lolori Halmahera Barat Halmahera Utara Ka bu paten 

SS D.I. Toboso Halmahera Barat Halmahera Utara Ka bu paten 

56 0.1. Dodaga Halmahera Timur Halmahera Selatan Kabupaten 

57 0.1. Mancalele Halmahera Timur Halmahera Selatan Kabupaten 

58 D.I. Wayana Halmahera Selatan Halmahera Selatan Kabupaten 

59 D.I. Kosa Halmahera Selatan Halmahera Selatan Kabupaten 

60 0.1. Bale - Halmahera Selatan Ha/mahera Selatan Kabupaten 
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• 038 DAS Sairlsi 130 DAS Gupa 
039 DAS Palaso 131 DAS Tela a Kerbau 
040 DAS WayKadai 132 DAS Tabiha 
041 DAS Husu 133 DAS Ballai 
042 DAS Kiha 134. DAS Fasra 
043 DAS Kuyu 135 DAS Hela 
044 DAS Sangbo 136 DAS Noagadi 
045 DAS Kawadang 137 DAS Goa 
046 DAS Sotan 138 DAS Nawa 
047 DAS Niyu 139 DAS Air Carmin 
048 OAS Nayo 140 DAS Bopo 
049 DAS Tabona 141 OAS Tabuji 
050 OAS Kampung Baru 142 DAS Kadera 
051 DAS Mina 143 DAS Lalepange 
052 DAS Kilo 144 DAS Lawui 
053 DAS Miha 145 DAS Anggai 
054 DAS Wendi 146 DAS Lale 
055 DAS Dionidi 147 DAS Dihuru 
056 DAS Langsa 148 DAS Amehose 
057 DAS Lipomo 149 DAS Lara tu 
058 DAS Gegasi 150 DAS Koto 
059 DAS Lalo 151 DAS Sobapa 
060 DAS Kano 152 DAS Songara 
061 DAS Tamundu 153 DAS Bumi 
062 DAS Seho 154 DAS Taba 
063 DAS Kllong 155 DAS Tawa Besar 
064 DAS Deluma 156 DAS Tawa Kecil 
065 DAS Bringin Jaya 157 DAS Tangatanga 
066 DAS Lisa 158 DAS Tanjung Kelapa 
067 DAS Limbo 159 DAS Tohodoku 
068 DAS Telaga 160 DAS Seramaloleo Besar 
069 DAS Lako 161 OAS Bobor 
070 DAS Sangatalo 162 DAS Kuwalawedi Besar 
071 DAS Tabulu 163 DAS Bobo Besar 
072 DAS Binongkil 164 DAS ~osora 
073 DAS Way Lei 165 DAS Dobe 
074 DAS Saniahaya 166 DAS Aru 
075 DAS Sala obi 167 DAS Fluk 
076 DAS Koro 168 DAS Nike 
077 DAS Puyu 169 DAS Doko 
078 DAS Salaku 170 DAS Tapaya 
079 DAS Loba 171 DAS Wayafoar 
080 DAS Bantala 172 DAS Mag am 
081 DAS Todantalo 173 DAS Rijang 
082 DAS Mapsoha 174 DAS Daraku 
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GUBERNUR MALUKU UTARA 

I 
I· 

175 DAS Soligi 
176 DAS Akalamo 
1n DAS Lojl 
178 DAS Malamala 
179 DAS Jlkohal 
1,80 DAS Belengbelang 

, 181 DAS Tapat 
182 DAS Bis a 
183 DAS Tobalai 

· 184 DAS Gomumu 

083 DAS Kortata 
084 DAS Nunu 
085 DAS Banua 
088 DAS Uji 
087 DAS Ufamatola 
088 DAS Saks I 
089 DAS Liafu 
090 DAS Kauseg 
091 DAS Basuka 
092 DAS Kau 

It 



UBERNUR. MALUKU UfARA 

4 

6 
6 
6 
4 
s 
5 

7 
7 
8 
2 

s 
s 

2 

Gale la Regional Kabupaten 
Kao Regional Kabupaten 

Malifut Regional Kabupaten 
Kedi Regional Kabupaten 

Ton Regional Kabupaten 

Susuou Regional Kabupaten 
Bobon2 R.cmonal Kab1maten 

Falabisahava R.csrlonal Kabunatmt. 
Dofa Regional Kabunaten ·· 
Patani Regional Kabupaten 
Gebe Regional Kabupaten 

Lelilef Regional Kabupatcn 
Wairoro ~onal Kabupaten 

w_, . . Regional Kabupaten 
Gunmnin Regional Kabupaten 

Maffa Regional Kabupaten 

Saketa Regional Kabupaten 
Babana Regional Kabupaten 

Soni .. __ -· Regional Kabupaten 
···-,-~~~,·-:; 

Nasional Daruba Nasional 

s. Pusat 3 
Kegiaian 3 Lokal(PKL)i------~-3=------~-+----~~----~-+--,,.--,-.....,.....-1-~~---------+---4-+-+-4--4-~ 

2 

• • • 

• • • • 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • * • • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • .. 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

Weda,Maba, Bull, 
Cemara 

Jaya,Jailolo, 
Sidango~ Bere- 

Bere 

4 

2,4,S, 

7 
Labuba 
Sanana 

3 Tobelo. 
Tidore (Soasio) 1 

4. Pusat 
Kegiatan 
Strategis 
Nasional 
CPKSN) 

3. Pusat 
Kegiatan 
Wilayah 
promosi 
(PKWp) 

2. Pu.satKegiat 
an Wilayah 
(PKW) 

Nasional Provinsi • • • • • 
Provinsi ProviDsi • • • • 
Provinsi Provinsi • • • 
Provinsi Provinsi • • • 
Provinsi Provinsi • • • 

Provinsi Provinsi 

Sofifi, Tidore l 

LAMPIRAN I.a: PBAATURAN DAERAI-1 PROVINS! MALUKU UTARA 
NOMOR : 2 TAHUN 2013 
TANGGAL 19 Juli 2013 
TENTANG : RENCANA TATA RUANO W1LA Y AH PROVINSI MALUKU 

UTARA TAHON 2013-2033 
DAFTAR RENCANA SISTEM PERKOTAAN YANG MELIPUTI HIRARKI DAN.FUNGSI 

KOTA-KOTA DI PROVINS! MALUKU UTARA TAHON 2033 



p 
p 

9.500 
2.000 

K 
K 

K2 
K2 

Guraping Akeklano 
Bukulasa • Barumadehe 

p 2,600 K K2 Soflfi - Buklt Durian 
p 5,500 K K2 Dennaga Sofifi - Sp Galala 
N 45.145 SN K1 Keliling Pulau Tidore 

49.862 N K1 Akelamo - Pavahe 
22,465 N K1 Soflfr -Akelamo 

Kota Tidore Kepulauan 
SNR K K2 lbu - Toaorebatua 

3,300 p K1 SD. Dodinaa - Dodinaa (dermaaal 
SNR 67.600 p K1 lbu-Kedi 
SNR 35,000 p K1 Goal-lbu 
SNR 21,190 p K1 Jailolo - Goal 

N 32.400 
2,946 

SN 
N 

K1 
K1 

SP Sidanaoli -Jailolo 
SP Dodinaa - Bobaneigo 

36,663 N K1 Simoana Dodinaa - Sofifi 
2,030 N K1 Boso - Simoana Dodinaa 

22.935 N K1 Boso - Sidangoli Dermaga Ferv 
Kabupaten Halmahera Barat 

SNR 20,000 K K2 Malifut - Toliwang 
p 24.200 K K2 Tolabit - Toaorebatua 

68.000 p K2 Laoi - Darume 
32.000 p K2 Ngidoho - Laoi 
13,000 p K2 So. Tobe Katana 
26,000 p K2 Toliwang - Kusuri 

6,000 p K2 Totiwana -Tolabit 
SNR 33,000 p K2 Kao - Toliwana 

N 43,000 p K2 Lacter - Galela Kedi 
72,120 N K1 Kao-Boso 
33,766 N K1 Podiwana - Kao 
48,625 N K1 Tobelo - PodiwanQ 

0,450 N K1 Tobelo - Pelabuhan 
0.300 N K1 Tobelo - Dermaaa Ferv 

27,161 N K1 Galela - Tobelo 
14195 N K1 LapanaanTerbanQ Galela 

Kabupaten Halmahera Utara 
N 
N 

52.000 
35.000 

SN 
SN 

K1 
K1 

Wavabula - Daruba 
Sofi - Wavabula 

54.000 SN K1 Bere-Bere - Sofi 
10.000 
55.691 

N 
N 

K1 
K1 

Dafam Kota Daruba 
Daeo - Bere-bere 

26,416 N K1 Daruba - Daeo 
Kabupaten Pulau Morotal 

027 
011 
010 

054.2 
034.3 
034.3 
033.1 
007 
016 
009 
008 
006 

054.1 
054.1 
053 
052 

051.2 
051.1 
050 
005 
004 
003 

002.12 
002.11 

002 
001 

024 
023 
022 

020.11 
021 
020 
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~encana Jaringan Jalan Maluku Utara 

PERATURAN DAERAH PROVJNSI MALUKU UTARA 
NOMOR 2 TAIRJN 2013 
TANGGAL : 19 Juli 2013 

TENTANG : RENCANA TATARUANG WILAYAHPROVlNSI 
MALUKU UTARA TAHUN 2013-2033 

RENCANA JARINGAN JALAN YANG MENGHUBUNGKAN 
KOTA-KOTA PKN, PKW, PKSN DAN PKL 

DAFTAR 

LAMPIRAN l.b 



N~inqr: . ' :. ~ ... '~"'-- . . - - .. · .. , ... ~- . . . P.,nJang ~. : -~en~~na '._; ' . --~. r • ·Nama ·Ruas, . 
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Akekolano - Oca K2 K 3,000 p 
Oba - Somahode K2 K 3.000 p 
Somahode - Garojou K2 K 1,500 -, p 
Guraoina - So Ake Gosale K2 K 5.000 p 
Kabuoaten Halmahera Tenaah 

012 Pavahe -Weda K1 N 23.487 
013 Weda-Mafa K1 SN 50,000 N 

058.1 Weda-Saaae K1 p 50.00 SNR 
Saaea - Patani K2 K 61.000 SNR 
Patani - Tepefeo K2 K 6.95 SNR 
Teoeleo - Sakam K2 K 28.40 SNR. 
Sakam - Bicoli K2 K 15.000 SNR 
Kolibale - SP. Saaea K2 K 28600 p 
Kabuoaten Halmahera Timur 

017 BobaneiQo - Ekor K1 SN 39.348 N 
018 Ekor - Subaim K1 SN 63,445 N 
019 Subaim - Buli K1 SN 51,467 N 

059.2 Buli - Gotowase K1 p 45.000 SNR 
037 Subaim - Dodaaa K1 p 61,000 

Buli - Lapanaan Terbana K1 p 15,000 N 
039 Saaae - Gotowase K1 p 60,000 SNR 

Laoter - Wavamli K2 K 23.56 SNR 
Miaf - Lolasita K2 K 30,610 SNR 
Lolasita - Patlean K2 K 54,280 SNR 
Patlean - Jara Jara K2 K 40,000 SNR 
Jara Jara - Bololo K2 K 32,000 SNR I 

Bololo - Labi Labi K2 K 30,000 SNR I 

Labi Labi - Lolobata K2 K 88,600 SNR I 

Lolobata - Subaim K2 K 37,930 SNR 
KabuDaten Halmahera Selatan 

025 Labuha - Babana K1 N 18.320 I 

014 Mafa - Matutina K1 SN 43.000 N I 

015 Matutina - Saketa K1 SN 21.000 N 
I 

040.2 Labuha - Sawadai K1 p I 

35.000 SNR I 
040.3 Babana - Yaba K1 p 40,000 SNR I 

I 

041 Kelilina Pulau makian K1 p 36.000 SNR I 
042 Laiwui - Jikotamo -Anaaai K1 .p 24.000 SNR I 

043.1 Laiwui - Jikodolona K1 p 28.000 
043.2 Jikodolong - Wailoar - Sum K1 p 60.000 
044 Guranin - modavama K1 p 20.000 

045.2 Matuting - Ranaa-ranaa K1 p 30.000 
045.3 Ranaa-ranga - Saketa K1 p 21,000 
046.1 Saketa - Dehecodo K1 p 68.000 SNR 
046.2 Daheoodo - Pavahe K1 p 46,000 SNR 

Babana - Sonaa K2 K 20,000 SNR 
Sonaa - Wavatim K2 K 42,000 SNR 
Lalubi - Samo K2 K 45.000 SNR 
Kota Ternate 

026 Kelilina Pulau Temate K1 N 46.004 
026.13 JI. Bastiona.Jambula/Pelabuhan TTe K1 N 7012 
026.11 JI. Bandara Babullah K1 N 0.750 I 
026.12 JI. Pemuda K1 N 2,898 
026.13 JI. Sultan Khairun K1 N 0,720 
026.14 JI. Merdeka K1 N 0.480 
026.13 JI. Arnold Mononutu K1 N 0.700 
026.14 JI. Jend. A. Yani K1 N 0,490 

----------------- --- - ---· 



N 0490 K1 JI. Jend. A Yani 
N 0.700 K1 JI. Arnold Mononutu 
N 0480 K1 JJ. Merdeka 
N 0.720 K1 JI. Sultan Khairun 
N 2,898 K1 JI. Pemuda 
N 0.750 K1 JI. Bandara Babullah 
N 7.012 K1 JI. Bastiona-Jambula/Pelabuhan TTe 
N 46.004 K1 Ketilina Pulau Temate 

KotaTemate 
SNR 45.000 K K2 Lalubi - Samo 
SNR 42.000 K K2 Sonaa • Wavatim 
SNR 20.000 K K2 Babana - Sonaa 
SNR 46.000 p K1 Oaheoodo - Pavahe 
SNR 68.000 p K1 Saketa - Dehecodo 

21,000 p K1 Ranaa-ranaa - Saketa 
30.000 p K1 Matutina - Ranaa-ranaa 
20.000 p K1 Guraoin - modavama 
60,000 p K1 Jikodolona - Wailoar- Sum 
28.000 p K1 Laiwui - Jikodolona 

SNR 24.000 p K1 Laiwui - Jikotamo -Annnai 
SNR 36.000 p K1 Kelilina Pulau makian 
SNR 40000 p K1 Babana - Yaba 
SNR 35.000 p K1 Labuha - Sawadai 

N 
N 

21.000 
43,000 

SN 
SN 

K1 
K1 

Matutina - Saketa 
Mafa - Matutina 

18.320 N K1 Labuha - Babana 
KabuDaten Halmahera Selatan 

SNR 37.930 K K2 Lolobata - Subaim 
SNR 88,600 K K2 Labi Labi - Lolobata 
SNR 30000 K K2 Bololo - Labi Labi 
SNR 32,000 K K2 Jara Jara • Bololo 
SNR 40,000 K K2 Patlean - Jara Jara 
SNR 54.280 K K2 Lolasita - Patlean 
SNR 30.610 K K2 Miaf - Lolasita 
SNR 2356 K K2 Laoter - Wavamli 
SNR 60.000 p K1 Saaae - Gotowase 

N 15000 p K1 Buli - Laoanaan Terbana 
61,000 p K1 Subaim - Dodaaa 

SNR 45.000 p K1 Buli - Gotowase 
N 
N 

51,467 
63445 

SN 
SN 

K1 
K1 

Subaim - Buli 
Ekor - Subaim 

N 39,348 SN K1 Bobaneiao - Ekor 
Kabunaten Halmahera Timur 

p 28.600 K K2 Kolibale - Sc. Saaea 
SNR 15.000 K K2 Sakam - Bicoli 
SNR 2840 K K2 Teceleo - Sakam 
SNR 6,95 K K2 Patani - TeoeJeo 
SNR 61,000 K K2 Saaea - Patani 
SNR 50,00 p K1 Weda-Saaae 

50,000 SN K1 Weda-Mafa 
23,487 N K1 Pavahe - Weda 

K 5.000 P Guracina - Sc Ake Gosale K2 
Kabupaten Halmahera Tengah 

K 1,500 P Somahode - Garoiou K2 
K 3,000 P 
K 3,000 P 

Oba - Somahode K2 
Akekolano - Oba K2 

026.14 
026.13 
026.14 
026.13 
026.12 
026.11 
026.13 
026 

046.2 
046.1 
045.3 
045.2 
044 

043.2 
043.1 
042 
041 

040.3 
040.2 
015 
014 
025 

039 

037 
059.2 
019 
018 
017 

058.1 
013 
012 
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GUBERNUR MALUKU UTARA 

SNR 

N 
N 

N 
N 

N 
!~ 

SNR 
SNR 

: Jalan Nasional; 
: Jalan Strategls Nasional 
: Jalan Strategis Nasional Rencana 
: Jalan 'Jafan Provinsl: 
: Jafan KabL~:lll!mr,,,~~------ : Kolektor ... -~--~ · 
: Kolektor: 

K2 Canlulu - Waitina 
K1 Kacoro - Ca~lulu 

Keterangan : 
N 
SN 
SNR 

·P 
K K1 
K2 

031 
K1 Dofa -Aufonhia 030 K1 Falablsahav~ - Waifoba 029.2 

Dofa - Falabisahaya 
K2 Samuva - Loseng 
K1 071 

K1 Tobana - Samuva 028.3 
K1 1ikona - Tobang 028.2 

Bobona - Tikong 
K1 Malbufa -Wai Ina 027.3 
K1 070 

Pohea - Malbufa .027.2 
K1 Sanana - Pohea 
K1 

.027 
K1 Fatkauvon - Wai Ina 026.3 
K1 Manaf- Fatkauvon 026.2 

Sanana - Manaf K1 026 

K1 Dennaaa Ferv- Bastiong 
JI. Bastiona 

026.1A 
026.15 

KabuDatenKepuJauan Sula 

N 0,875 
N 0.923 
N 0.985 
N 0.220 

p 31.860 
p 16.000 
p 20.000 
p 12,050 
p 12,000 
p 46,000 
p 58.000 
p .40,000 
p 25.000 
K 40,000 
p 20.500 
p 30.000 
p 33,000 .. p 23,000 
K 14.000 

K1 JI. Manaaa Dua 026.14 
K1 

026.14 



KEBERADAAN I 

NO. TERMINAL ANGKUTAN DI TIAP STATUS KOTA/KABUPATEN El<SfSTING RENCANA : 
A. KOTA TERNATE ' 

1 Terminal Gamalama TypeC 1 - 
• I 

2 Terminal Bastfong TypeC 1 - . 
I 

3 Terminal Dufa-dufa TypeC 1 - I 
4 Terminal Sulamadaha TypeC - 1 

5 Terminal Gambesi TypeC - 1 - . 
B. KOTA TIDORE KEPULAUAN . 

1 Terminal Sofifl (P. Halmahera) Type B 1 

2 Terminal Akelamo (P. Halmahera) TypeC - 1 

3 Terminal Payahe (P. Halmahera) TypeC 1 I - 

4 Terminal Batula (P. Halmahera) TypeC - 1 

5 Terminal Soaslo (P. Tfdore) TypeC 1 - . 
6 Terminal Rum (P. Tidore) TypeC 1 - 
7 Terminal Goto (P. Tidore) TypeC - 1 

. c. KABUPATEN HALMAHERA BARAT 
~·:~ 

2 Terminal Sidangoli (P. Halmahera) TypeC 1 - 
I 

3 Terminal Goal (P. Halmahera) TypeC 1 - 

4 Terminal lbu (P. Halmahera) TypeC - 1 

DAFTAR 

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA 
NOMOR 2 TAHUN 2013 
TANGGAL : 19 Juli 2013 
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I 

5 Termrnal Loloda (P. Halmahera) TypeC - 1 

. 
6 Terminal Boso (P. Halmahera) TypeC 

I - 1 . 
1 

7 Terminal Dodinga (P. Halmahera) TypeC 
I - l 
I 

D. KABUPATEN.HALMAHERAUTARA 

1 TermlnalTobelo (P. Halmahera) TypeB 1 

2 Terminal Galela (P. Halmahera) TypeC 1 - 
3 Terminal Malifut (P. Halmahera) TypeC 1 - 

4 Terminal Kao (P. Halmahera) TypeC - 1 

5 Terminal Pediwang (P. Halmahera) TypeC - 1 

6 Terminal Susupu (P. Halmahera) TypeC - 1 

I E. KABUPATEN PULAU MOROTAI 
I 

' 
I 

1 Terminal Daruba (P. Morotai) TypeC 1 - I . 
2 Terminal Wayabula (P. Morotal) TypeC - 1 I 

I 
1 

i 

3 Terminal Sangowo (P. Morotal) TypeC - 1 

4 Terminal Sopl (P. Morotal) TypeC - 1 

5 Terminal Bere-bere (P. Morotal) TypeC - 1 

, F. KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 
I 

1 Terminal Maba (P. Halmahera) TypeB 1 

2 Terminal Buli (P. Halmahera) TypeC 1 - 

3 Termlnal Ekor (P. Halmahera) TypeC - 1 

4 Terminal Subaim (P. Halmahera) TypeC - 1 

• 

5 Terminal Tatam (P. Halmahera) TypeC I - 1 

6 Terminal BUolo (P. Halmahera) TypeC - 1 

• 



7 Terminal Dorosagu (P. Halmahera) TypeC . 1 . I 
I 

8 Terminal Patlean (P. Halmahera) TypeC - 1 I 

I 
:: I 

9 Terminal Gotowase (P. Halmahera) TypeC 
I - 1 
I 

I 

G. KABUPATEN HALMAHERA TENGAH I 
I 

I 
1 Terminal Weda (P. Halmahera) TypeB 1 I 

I 
I 

I 

2 Terminal FC?va (P. Halmahera) TypeC 1 • - 

3 Terminal Lelief (P. Halmahera) TypeC - 1 l 

I 
.... I 

I 

4 Terminal Banema (P. Halmahera) TypeC - 1 I 
I 
I 

5 Terminal Patani (P. Halmahera) TypeC - 1 I 
I 

I 

6 Terminal Gebe (P. Gebe) TypeC 1 - I 

I 

. H. KABUPATEN,HALMAHERA SEI.ATAN I 
I 

I 
1 Terminal Labuha (P. Bacan) TypeC 

I 
1 - - I 

I 

2 Terminal Babang (P. Bacan) TypeC 1 - I 
I 

3 Terminal lndari (P. Bacan) TypeC 1 I - I 
4 Terminal Yaba (P. Bacan) TypeC - 1 I . 

I 
Terminal Wayakuba (P. Bacan) 

I 

5 TypeC - 1 I 
I 

6 Terminal Maffa (P. Halmahera) TypeC - 1 I 

7 Terminal Saketa (P. Halmahera) TypeC 1 I - .. 

8 Terminal Busuf (P. Halmahera) TypeC - 1 
I 

I 

9 Terminal Ganeluar (P. Halmahera) TypeC - l I 
I 
I 
I 

10 Terminal Tawa (P. Halmahera) TypeC 1 I - I 
11 Terminal Leluwi (P. Obi) TypeC 1 - 

, 
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GUBERNUR MALUKU UTARA 

I 

12 Terminal Wayaloar (P. Obi) TypeC - 1 
I 

I 

13 Terminal Mano (P. Obi) TypeC - 1 
t 

14 Terminal Sollgl (P. Obi) TypeC - 1 

I. KABUPATEN KEP.,l.AUAN SULA : . 
1 Termlnal Sanana (P. Sulabesl) TypeC 1 - 

2 Terminal Manaf (P. Sulabesl) ' TypeC - 1 :: ~ 

3 Terminal Kabau (P. Suiabesl) TypeC - 1 

4 Terminal Walkalopa (P. Sulabesl) TypeC - 1 • .. 

5 Terminal Dofa (P. Mangoll) TypeC 1 - 

6 Terminal MangoJI (P. Mangoli) TypeC - 1 
,. 

7 Terminal Kawata (P. Mangoll) TypeC - 1 

8 Terminal Walloba (P. Mangoll) TypeC - 1 

9 Terminal Baruakol (P. Mangoll) TypeC - 1 

10 Terminal Bobong (P. Taliabu) TypeC - 1 
l 

I 

11 Terminal Tikong (P. Tallabu) TypeC - 1 
f 

12 Terminal Jorjoga (P. Tallabu) TypeC 1 
. - . 

13 Terminal Barenu (P. Talfabu) TypeC - 1 

14 Termtnal Samuya (P. Taliabu) TypeC - 1 

15 Terminal Loseng (P. Taliabu) TypeC - 1 



Alur Pelavaran Rakvat 
. · Reiicana·A1ur' · ·~ ':' ·., ·~ ..... ' .. :'-' . .-.· .. - . 

Lokc)lsi' Pelab,utian: " . .. !· ' ~ .. ·~ ! ·' . ,.:. ~ ' .. ' ,i::i't;. .. •.. < 

Pelava'ran :Rakvat · _ ·. - . r , ' .. . e- ·~:·..,; ~, ! . ~ ... , ' ..•. •. .. ' ·"·,, r .· .... . - . - .!.. I. ·' ....... , •· - . ' ". 

Temate Rum Tidore 
Temate Maitara 
Temate Batangdua 
Temate Moti 
Temate Jailolo 
Temate Loloda 
Temate lbu 
Temate Kedi 
Temate Susupu 
Temate Dodino~ 
Temate Sidanaoli 
Temate Oba 

ur e avaran n r a UDa n 0 
· Kabu aten/Kota .. ., ·- .. - . .. 

;. - . lokasl Pelabuhan . .P ......... . . , .. .. . . I 

. Jujuan~ ' .. 
' ' ;· ~ "" . . . . ··~; ... ": : .... . .. . - ' ·•·. ,] · .. 

Halmahera Utara Tobelo 
Halmahera Selatan Bacan 

Pulau Morotai Morotai 
Kepulaun Sula Sanana 

Halmahera Tenoah Wed a 
Halmahera Timur Maba 
Halmahera Barat Jailolo ' 

Kota Tidore Tidore 

AtaKb teKta Al PI 

ur eavaran as ona 
Provinsi Tujuan · . ., . , LokaslPelabuhan·· ' ·t :t~ 

. .. .,., .. 
,· .. .. .. ...... , ,. . .- .. ;. .:. .. 

Maluku - Malut Namlea. Ambon, Saumlaki 
Sulut - Malut Bituna. Manado. Satal 

Papua Barat - Malut Sorong, Kabare (Raja Ampat), Saonek (Raja Ampat), Fak-fak, Manokwari, 
Waisai (Raia Ampat) 

Sulteng -Malut Banaaai, Toli-tofi 
Sultra • Malut Bau-bau 
Sulsel • Malut Makasar 
Papua - Malut Biak, JavaDura 
Jatim - Malut Surabaya 
Kaltim - Malut Balikpapan, Samarinda, Tarakan 
Kafsel- Malut Banjarmasin 

Al P I N I 

Korea 
Kaohsiung Taiwan 
Honakong Honakona 
Shanahai Cina 
Manila (Luzon) FiliDina 
New York/New Jersev. Los Anaeles. Lona Beach Amerika Serikat 
Yokohama, Kobe, Osaka, Nagoya, Hakata, Tokyo, Chiba Jepang 

;. ,_· .. ~· .•. J. -'>: ::·: . =, • <i' , · . Lokasi Pelabuhan . ·:> . ".-·; - .. Dam-1p-ie-r-.-S-id-ne-1v-,.-A-d_e_la-id-e~ .• M-e-lb_o_u_m_e------------------------- Australia 

Busan 

ALUR PELAYARAN INTERNASIONAL 
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Buli Maba 
Tobelo Wasife 
Tobelo Kao 
Tobelo Subaim 
Tobelo Galela 
Daruba Jbu 
Oaruba Loloda 
Daruba Gale la 
Daruba Tobelo 
Daruba Posi-Posi 
Daruba Bere btre 
Daruba Wavabula 
Jailolo Dama 
Jailolo Kedi 
Jailolo lbu 
Jailolo Loloda 

Jailolo Susupu 
Tidore Pavahe 

1--~~J~a=il~ol=o~~----1~S~ld=a=n~1go~li~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' Jailolo Dodlnaa 

Tidore Akelamo 
Tide re Oba 
Tidore Sofifi 
Tidore Gita 
Tidore Moti 
Tidore Mare 
Tidore Maitara 
Tenate Dama 
Tenate Wavabula 
Tenate Posi-posi 
Tenate Bere bere 
Tenate Daruba 
Tenate Galela 
Tenate Kao 
Tenate Bobaneiao 
Tenate Ekor 
Tenate Wasilei 
Tenate Subaim 
Tenate Gebe 
Tenate Patani 
Tenate Gane Timur 
Tenate Gane Barat 
Temate Falabisahava 
Temate Bobong 
Temate Dofa 
Temate Sanana 
Temate Obi 
Temate Babana/Labuha 
Temate Busua 
Temate Lelei 
Temate Kayoa 
Temate Makian 
Temate Moti 
Temate Soa Sio 
Temate Batulak 
Temate Saketa 

• .Rencanti"Alilr'.. /i;··~- .... rr, • -~. ,: '_, ~·· ... :·~·--·i·- , .. ·· .:::,_ ";·:..;,~ ·· • .:'i.• .. 'j_.: · · ·· · ·· ·· -~ · · ·., .... '. · ' · · , . , . . . .. , Lokasl·Pelabuhan .. ~ . ··· -.. · · . , , . '" r ,:·f -- ·. '.'Pelavai'arrRall'ivaf t -~-· ·-.; .". · ·· . '. . . :; -·., ·. . ,, ·· ... , ·. ·-...~. :· -~ .. :. · : : • . · . · .. ·:, · :, 

Temate Pavahe 

• 
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Makian Motl 
Maki an Gita 
Maki an Pavahe 
MakJan Saketa 
Kavoa Gita 
Kavoa Pavahe 
Kavoa Sakeia 
Kavoa Maklan 

Sanana Bobona 
Sa nan a Dofa 
Sanana Falablsghaya 
Sanana · Buru (Maluku) 
Babana Le lei 
Babana Kavoa 
Babana Tiaa Raia 
Babana Loleo Java 
Babana Palita 
Babana Sak eta 
Laiwul · Saketa 
Laiwui Bobona 
Laiwul Dofa 
Laiwui Falabisahava 

Weda Gebe 1--~~........,.---~~-+~ .......... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---I I 

Weda Maba , i--~~.;...;.;;;;.;;..;;.~~-1-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---11 
...._~~W;...;...;;.e~da;;......~~-1-=-Bu~l-i~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~----1' 
.,__~ La ......... iwu .......... 1~~--+-=Ba=ca....--n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 r~ 

Lalwul wailoar · 1 ...._~----~~~~-'-~~;._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 I 
Lalwui Sanana , 

Weda Nusllku 

Patani Nusllku I 1--~----~;.,;.:;.~~--+o:,,=;;.;.;.;..;.;;.._~~~~~.....,...~~~~~~~~~~~~~~~~ I 
Weda saaee 

Patanf Weda 1 • 1--~----'-=~~~-+...;..;.;;...;;.;.;.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---11 
Patani Saaea 

Buli Bicoll 
Buli Patani 

Patani Gebe 

Buli Wavamli 



PELABUHAN LAUT DI TIAP KEBERADAAN 
NO. 

KOTAIKABUPATEN 
STATUS 

EKSISTING REN CANA 

A. KOTA TERNATE 

1 Pelabuhan Alunad Y ani Utama 1 - 
2 Pelabuhan Bastioog Pengwnpul 1 - 
3 Pelabuban Dufa-dufa Pengumpan 1 - 
4 Pelabuhan Sutamadaha Pen gum pan - 1 

s Pelabuban Mayau Pengumpan - 1 

6 Pelabuhan Tifure Pengumpan - 1 

7 Pelabuhan Hiri Pen gum pan - 1 

8 Pelabuban Moti Pengumpan - 1 

. B. KOTA TIDORE KEPULAUAN 

1 Pelabuhan Sofifi Utama . 1 

2 Pelabuhan Soasio Pengumpul 1 - 

3 Pelabuban Rum Pen gum pan 1 - 

4 Pelabuhan Goto Pengumpan 1 - 
s Pelabuhan Mare Pengumpan - 1 

~ 
6 PeJabuhan Akelama Pengumpao - l 

7 Pelabuhan Sofang Pengumpan - 1 

8 Pelabuhan Payahe Pen gum pan - l 

9 Pelabuhan Batula Pengumpan - 1 

DAFTAR 
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. c. KABUPATEN.HALMAHERA 
BARAT 

1 Pelabuhan Jailolo Pengumpul 1 - 
2 Pelabuhan Sidangoli Pen gum pan 1 - 
3 Pelabuhan Goal/I'alaga Pengumpan - I 

4 Pelabuhan Sahu Pengumpan - 1 

5 Pelabuhan Kedi Pengumpan - 1 

6 Pelabuhan lbu Pengumpan - 1 

7 Pelabuhan Boso I Akelamo Kao Pengwnpan - 1 

D. 
KABUPATEN HALMABERA 
UTARA 

1 Pelabuhan Tobelo Utama 1 - 

2 Pelabuhan Kao Pengumpan - 1 
-· 

3 Pelabuhan Pediwang Pengumpan - 1 

4 PeJabuhan Galela Pen gum pan J - 

5 Pelabuhan Susupu Pen gum pan - 1 

6 Pelabuhao Dama Pengumpan - 1 

~ 

E. KABUPATEN PULAU MOROTAI 

1 Pelabuhan Daruba Hub. Intemasional 1 - 

2 Pelabuhan Aro Pengumpan - 1 

3 Pelabuhan Sangowo Pen gum pan - 1 

. 
4 Pelabuhan Sopi Pengumpan - 1 

s Pelabuhan Bere-bere Pen gum pan - 1 

6 Pelabuhan Wayabula Pengumpan 1 - 

., 



F. 
KABUPATEN HALMAHERA 
TIMUR 

1 Pelabuhan Buli Utama 1 - 
.. 

2 Pelabuhan Maba Pengumpul I - 
3 Pelabuhan Ekor Pengumpan - 1 

4 Pelabuhan Wasile Pengumpan - 1 

5 Pelabuhan Subaim Pen gum pan - 1 

6 Pelabuhan Lolobata Pengumpan - 1 

7 Pelabuhan Bilolo Pengumpan - 1 

8 Pelabuhan Dorosagu Pengwnpan - 1 

9 Pelabuhan Patlean Pengumpan - 1 

10 Pelabuhan Wayamli Pengumpan - 1 

11 Pelabuhan Woci Pengurnpan - 1 

12 Pelabuhan Bicoli Pen gum pan - 1 

G. KABUPATEN HALMAliERA 
TENG AH 

1 Pelabuhan Weda Pengumpul I - 
2 Pelabuhan Foya Pengumpan - I 

3 Pe1abuhan Lelilef Pengurnpan - 1 

4 Pelabuhan Sepo I Sagea Pengumpan - 1 

s Pelabuhan Mesa Pengumpan - 1 - 
6 Pelabuhan Banema Pengumpan - 1 

; 

7 Pelabuhan Pat.ani Pengumpan l - 

8 Pelabuhan Gebe Pengumpan 1 - 

• 



H. 
KABUPATEN HALMABERA 
SELATAN 

1 Pelabuban Labuha Utama 1 - 
. 

2 Pelabuhan Babang Pengumpul 1 - 

3 Pelabuhan Mafa Pengumpan - 1 

4 Pelabuhan Busui Pengumpan . 1 

s Pelabuhan Ganeluar Pen gum pan - 1 

6 Pelabuhan Paspalele Pen gum pan - 1 

7 Pelabuhan Tawa Pengumpan - l 

8 Pelabuban Kotiti Pengumpan - 1 

9 Pelabuhan Sa.keta Pengumpan 1 - 
10 Pelabuhan Doro Peogumpan ; 1 - 
11 Pelabuhan Fulai Peogumpan . 1 

12 Pelabuhao Dolit Pengumpan - 1 

13 Pelabuhan Indari Pengumpan - 1 

14 Pelabuhan Yaba Pen gum pan - 1 

15 Pelabuhan Pigaraja Pengumpan 1 - 

16 Pelabuhan Wayaua Pengumpan 1 - 
17 PeJabuhan Garung Pengumpan - 1 

18 Pelabuhan Loleojaya Pengurnpan 1 - 
- 

19 Pelabuhan Muari Pen gum pan - 1 

20 Pelabuhan Taneti Pengumpan - 1 

21 Pelabuhan Lelei Pengumpan , . - 1 

.. 



22 Pelabuhan Laluin Pen gum pan - 1 

23 Pelabuhan Gurapin Pengumpan - 1 

24 Pelabuhan Loromabati Pengumpan 1 - 
.. 

25 Pelabuhan Ngofakiama I Makian Pengumpan 1 - 
26 Pelabuhan Leiwui Pengumpan 1 - 

27 Pelabuhan Soligi Pen gum pan - 1 

28 Pelabuhan Wayalodl' Pen gum pan 1 - 
~ 29 PeJabuhan Mano Pen gum pan - 1 

30 Pelabuhan Jikotomo Pengumpan - 1 

31 Pelabuhan Madopolo ; Pengumpan - 1 

.. 

.L KABUPATEN KEPULAUAN SULA 

l Pelabuhan Sanana Utama 1 - 

2 Pelabuhan Dofa Pengumpul 1 - 

3 Pelabuhan Bobong Pengumpul 1 - 

4 Pelabuban Malbufa Pengumpan - 1 

5 Pelabuhan Kabau Pengumpan - 1 

6 Pelabuhan Fuata Pengumpan - 1 

7 Pelabuhan Manaf Pengumpan - 1 

8 Pelabuhan Fala Pengwnpan 1 - 
9 Pelabuhan Pas lpa Pengumpan - 1 

10 Pelabuhan Auponia Pengumpan - 1 

11 Pelabuhan Baruakol Pengumpan - l 

• 
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12 Pelabuhan Mangoli Pengumpan - 1 
•. I 

13 Pelabuhan W aitina Pengumpan - 1 

14 Pelabuban Wailoba Pen gum pan - 1 

15 Pelabuhan Samuya Pengumpan . 1 

' 
16 Pelabuhan Loseng Pengumpan . 1 

17 Pelabuhan Barenu Pen gum pan . 1 

18 Pelabuhan Nggele Pengumpan . 1 
·, 

19 Pelabuhan Lede Pengumpan - l 
·- 

20 Pelabuhan Tikong Pengumpan 1 - 
21 Pelabuhan Gela Pengumpan . 1 

22 Pelabuhan Jorjoga Peugumpan - 1 

23 Pelabuhan Penu Pengumpan - 1 

' 

• 



Rencana An1!1rutan Udara D D 180 m lellen 
,Daerah Tuiuan· _ " ..... ~ :•' . ·~ .. :LokasiBandar-Udara 

- ., .v ·~· .. ~ ' . . . .... 
- . .,... .. ·," .- ( ' . - , . 

Jakarta Soekamo-Hatta 
Surabava Juanda 
Jo«Na Adisucioto 
Solo Adisumamo 

Semaran2 AhrnadYani 
Bali NwrahRai 
NTB Lombok 
NTI Eltari 

Sultenz Mutiara 
Sultra Haluoleo 
Sulsel Sultan Hasanuddin 
Su1bar Laoalie:o 

Gorontalo Jalaluddin 
Maluku Pattimura 

Sulut Sanuatulanoi 
Paoua Sentani 

PaouaBarat Abresso 
Kaltim Ba[knaoan, Samarinda, Tarakan 
Kalsel Baniannasin 

B ka N" Dala N 

• ·.~ l' ·~: ."'; 
_) . " 

encaoa DI!, tan ara aga aam e2en 
.. 

Daerah .Toiuan NamaBaodar,Udara 
... . ..... . . . . 

... •· . 
Jakarta Soekamo-Hatta 

Surabaya Juanda 
Jozva Adisucioto 
Solo Adisumamo 

Semaranz Ahmad Yani 
Bali NmirahRai 
NTB Lombok 
NTI Eltari 

Sultena Mutiara 
Sultra Haluoleo 
Sulsel Sultan Hasanuddin 
Sul bar Laealieo 

Gorontalo Jalaluddin 
Maluku Pattimura 

Sulut Samratulansd 
Paoua Sentani 

PapuaBarat Abresso 
Kaltim Balilmaoan, Samarin~ Tarakan 
Kalsel Baniarmasin 

R A kn Ud NI D I N 
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... ··-------------- 

j 

GUBERNUR MALUKU UTARA 

' ; ; ·, ... ·• , 
KEBERAl>AAN>. ; : · . . 

··NO. BANDAR lJD~. · . KOTAIKABUP~~; 
: :'• . " 

.. .. . .. , 
·:: EKSISTING; , RENCANA· 

. . .. 

1 Bandara Sultan Babullah Temate Utara, Kota 1 Temate - 
2 Bandara Kuabang Kao, Kabupaten 1 - Halmahera Utara 

' 
3 Bandar& Gamannalamo .. Galela, Kabupaten 1 - Halmahera Utara 

4 BandaraPitu Daruba. Kabupaten PuJau 1 - Morotai 

s Bandara Buli Buli, Kabupaten 1 - Halmahera Timur 

6 Bandara Weda Weda, Kabupaten 1 Halmabem Tengab 

7 Bandara Gebe Pulau Gebe, Kabupaten 1 - Halmabera Tengah 

8 Bandara Usman Sadik Labuba, Kabupaten 1 - Halmahera Selatan 

9 Bandara Emalamo Sanana, Kabupaten 1 - ' Kepulauan Sula 

10 Bandara Mangoli Fala, Kabbupaten 1 - Kepualauan Sula 

11 Bandara Domato Kabupaten Halmabera - 1 Barat 

12 Bandara Bobong Bobong, Kabupaten - 1 Kepulauan Sula 

13 Bandara Leiwui Pulau Obi, Kabupaten - 1 Halmahera Selatan 

Rencana Pengembangan Kebandarudaraan di Provinsi Maluku Utara 

Taiwan 
China 

Fili ina 
Amerika Serikat 

Je 
Australia 

Rencaoa Angkutan Udara Bukan Niaga Loar Negeri 

• 
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GUBERNUR MALlJKU UTARA 
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Daya 
No Sumber Pembangkit Lokasi Terpasang Keterangan 

(KW) 
1 Tenaga Diesel Temate, Soa-Slu, 

Sanana, Bacan, Tobelo, 
Jallolo, lbu, Laiwui, 
Dofa, Bobong, Payahe, 
Mafa,Weda, Gale la, 
Bull, Sofifl, Patanl, 98,008 Daruba, Saketa, Malifut, 
Kayoa, Lofobata, 
Subalm,Kedl, Madopolo, 
Bere-bere, Mangoli, 
Bicoli, Jiko, Sidangoli, 
Makfan 

2 TenaaaUao Rencana 
3 TenagaBayu Halteng, Maba, Pulau Rencana Morotai 
4 TenaaaAir Rencana 
5 TenagaMikroHidro Halbar, Halut, Kota 

Tidore, Haltim,Halteng, Rencana Halsel, Kepulauan Sula, 
Purau Morotal 

6 Tenaga Surya Pulau Morotai. 
Kepulauan Sula, Halsel, Rencana 
Haltena 

7 TenaaaPanasBumi Halbar. Halsel. Halut Rencana 
8 TenaaaGelombanaLaut Ren can a 
9 TenagaArust.aut Pulau Morotai 600KWp Rencana Keoulauan Sula 
10 Tenaga Bio Energi Kot a Tidore, Halteng, Rencana Haltim. Keoulauan Sula 

DAFTAR 

: PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA 
: NOMOR : 2 TAHUN 2013 
: TANGGAL : 19 Juli 2013 
TENTANG : RENCANA TATA RUANO WILAYAH PROVINSI 
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PanJang Jarfngan PanJang Gardu No Transmlsl Jarlngan lnduk Ket 
Teaanaan Tlnaal Dlstribusl 

1 2 3 ,f . 6 
1 Cabana Temate 94.08 171.83 230 
2 Rantina Soa Siu 72.42 78.50 73 
3 Rantina Sanana 134.41 34.50 70 
4 Rantina Bacan • 148.71 35.36 57 
5 Rantina Tobelo 144.10 68.58 96 
6 Rantina JaHoro 112.26 78.94 70 
7 Kantor Pelavanan lbu 54.48 33.83 28 
8 Kantor Pelavanan Laiwui 21.50 53.05 13 
9 Kantor Pelavanan Bobona 64.34 22.82 19 
10 Kantor Pelavanan Dofa 34.00 7.75 11 
11 Kantor Pelavanan Pavahe 62.29 22.66 17 
12 Kantor Pelavanan Maffa 46.49 27.55 12 
13 Kantor Pelavanan Weda 13.30 7.51 9 
14 Kantor Pe[avanan Gale[a 69.13 26.38 31 
15 Kantor Pelavanan Bufi 14.34 9.85 11 
16 Kantor Pelavanan Sofdi 173.14 36.81 75 
17 Kantor Pelavanan Patani 14.60 12.97 9 
18 Kantor Pelavanan Daruba 119.07 58.92 44 
19 Kantor Pelavanan Sakata 63.62 21.00 20 
20 Kantor Pelavanan Malifut 130.93 45.71 46 
21 Kantor Pelavanan Kavoa 27.77 6.36 9 
22 Kantor Pelavanan Lolobata 16.31 7.07 5 
23 Kantor Pelavanan Subafm 30.68 71.80 25 
24 Kantor Pelavanan Kedi 8.51 2.72 6 
25 Kantor Pelavanan Madocolo 12.08 5.22 6 
26 Kantor Pelayanan Bere - 14.32 4.82 6 

Bere 
27 Kantor Pelavanan Manaoli 12.08 17.04 23 
28 Kantor Pelavanan Bicoli 11.15 9.80 5 
29 Kantor Pelavanan Jiko 15.15 3.71 5 
30 Kantor Pelavanan Sidanaoli 48.20 . . 28.03 21 
31 Ka,:itor Pelayanan Makian Dalam 

Pelaksanaan 

DAFTAR 
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GUBERNURMALUKUUTARA 

No Jents Bahan Bakar Lokasl Dlstrtbusf 

1 2 3 4 
1 MIGAS 
2 AVGAS 
3 AVTUR DeDOTemate 
4 MINYAK TANAH Depo Temate, eacan, PT. Mitamal Utara. PT. 

Sanana Tobelo. Temate Gununa Tinaal 
5 MINYAK SOLAR Depo Temate, Bacan, SPBU Kamp. Plsang, SPBU 

Sanana, Tobefo Kalumata, SPBU Batu Anteru. 
APMS Tidore Kepulauan, 
APMS Soflfi, APMS Goto 
Timur Raya, APMS Kota 

Temate, A~MS Halmahera 
Tengah, APMS Halmahera 
Barat, APMS Tobelo, APMS 

Halmahera Timur, APMS 
Halmahera Selatan, APMS 

Sanana, APMS Morotal. 
lndustri TambanalPLN 

6 MINYAK DIESEL : DeooTemate 
7 MINYAK BERAT DeooTemate 
8 BENSIN Depo Temate, Bacan, SPBU Kamp. Plsang, SPBU 

Sanana, Tobelo .• Kalumata, SPBU Batu Anteru, 
APMS Tldore Kepulauan, ., APMS Sofifl, APMS Goto .. ' Timur Raya, APMS Kota .. 

Temate. APMS Halmahera 
Tengah, APMS Halmahera 
Barat, APMS Tobefo, APMS 

Halmahera Timur, APMS 

' 
Halmahera Selatan, APMS 

Sanana. APMS Morotal 
9 BIO PREMIUM '· 

BIO PERTAMAX 

DAFTAR 
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GUBERNUR MALUKU lJTARA 
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No Jarlngan Lokasl Keterangan 

1 2 3 " 1 SistemJaringanMikro Digital Temate - Boso, Boso - Soa . 
Siu, Boso -Wasile - Lolobata, 
Boso - Tobelo Boso - Jailolo 

2 JaringanSeratOptik Jailolo, Temate, Soflfi Palapa Ring 
Koneksidari 

Sulawesi Utara 
3 JaringanSatefit Temate, Bacan, Morotai, 

Sanana. Manaoli . . 
4 JaringanTetap Telekomunikasi Temate, Tidore, Halbar, Halut, 

Morotai, Halsel, Kepulauan 
Sula 

5 Jaringan Telekomunikasi Temate, Tidore, Halbar, Halut, 
Khusus Halteng, Haltim, Halsel, 

Morotai. Ke1>ufauan Sula 
6 JarinaanTelevisiLokal Temate 3 Stasiun 
7 JarinaanStasiun Radio Lokal Temate 8Stasiun 

DAFI'AR 

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA 
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GUBERNUR MALUKU UTARA 
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~-17. Pel. Penyeberangan Kayoa 
P.Kayoa,Kabupaten 1 - Halmahera Selatan 

18 Pel. Penyeberangan Bacan, Kabupaten 
1 - 

Wayakuba Halmahera Selatan 

19 Pel. Penyeberangan Subalm 
Subalm, Kabupaten 1 - Halmahera Tengah 

• 
20 Pel. Penyeberangan Pa~nl 

Patanl, Kabupaten 1 - 
Halmahera Tengah 

21 Pel. Penyeberangan Gebe 
Pulau Gebe, Kabupaten 1 - Halmahera Tengah 

22 Pel. Penyeberangan Sanana 
Sanana,Kabupaten 1 - Kepulauan Sula 

23 
Pel. Penyeberangan P. Sulabesl, Kabupaten l - 
Walkalopa/Pohea Kepualuan Sula 

24 Pel. Penyeberangan Mangoli 
P. Mangoll, Kabupaten 1 - Kepualauan Sula 

25 Pel. Penyeberangan P. Mangoll, Kabupaten 1 - 
Falablsahaya Kepualauan Sul~ 

26 Pel. Penyeberangan Samuya 
P. Tallabu, Kabupaten 1 - Kepulauan Sula 

27 Pel. Penyeberangan P. Tallabu, Kabupaten 
1 - 

Kera mat/Bo bong Kepulauan Sula 
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